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“ Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji,
dan suatu jalan yang buruk.” (QS Al-Isra’ ayat 32)!

! Soenarjo, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 1979), him. 356



PERSEMBAHAN

Dengan ungkapan penuh rasa syukur kehadirat Allah swt.kupersembahkan
karya tulis ini untuk orang-orang yang telah memberi artidan selalu hadir dalam
perjalanan hidupku:

Kedua orang tuaku Abah Zuhri lhsan dan Umi Sholhah yang telah
mendidik, membimbing, mengarahkan dan mengorbankan segalanya demi
kesuksesan putra-putrinya, serta tiada hentinya-hentinya memberikan motivasi
dalam penulisan skripsi ini, “Robbighfir lii wa liwaalidayya warhamhuma kamaa
robbayaanii shogiiro”

Guru-guru saya, yang telah memberikan segala ilmu yang mereka miliki
dengan penuh keikhlasan. Adanya skripsi ini sempuurna tidak lain karena
bimbingan dari mereka;

Kakak-kakakku tersayang Zuhroh As-Sakinah dan Zulfa Al-
Wafiyyahyang telah memberikan semangat untuk menggapai cita-cita;

Istriku tersayang Elok Khumayro’ yang telah menemani disetiap malam
begadang dalam penulisan skripsi ini;

Teman-teman yang telah memberikan berbagai informasi dalam berbagai
bentuk, yang penulis juga sangat membutuhkan;

Semua teman-teman tanpa terkecuali, yang telah memberikan suport fisik,
psikis, material, maupun spiritual, baik secara langsung maupun tidak langsung;

Semua pihak yang terlibat yang telah membantu mendoakan dengan doa,
memahamkan dengan informasi, dan menemani dengan secangkir kopi;
Teman-teman seperjuangan Mugoronah al-Mazdahib (MM) angkatan 2014

terimakasih atas kebersamaannya.

vi



DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis
menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah
ditulis oleh pihak lain atau setelah diterbitkan. Demikian pula
skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain,
kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang

dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juli 2019
Deklarator,

' METERAI (3
! TEMPEL
% &, 1

TGL 20

S\

; ,*COOOOAACOOOOOOON
¥ Y

M. SHOFIYULLAH
NIM: 1402016122

Vii



ABSTRAK

Wali merupakan salah satu rukun nikah. Pernikahan tidak sah tanpa
adanya wali. Meskipun kehadiran wali penting dalam sebuah pernikahan, namun
wali juga tidak bisa memaksa wanita untuk menikahi laki-laki pilihannya.
Persetujuan wanita tetap diperlukan dalam pengambilan keputusan pernikahan
Nabi Saw melarang pernikahan yang wali tidak meminta ijin terlebih dahulu.
Dalam tradisi hukum Islam persetujuan wanita dibedakan menjadi dua: perawan
dan janda. Jumhur ulama sepakat bahwa persetujuan janda adalah dengan
mengatakannya secara langsung. Sedangkan persetujuan perawan adalah cukup
dengan diamnya.

Perbedaan pendapat terjadi terhadap wanita yang pernah berzina, apakah
persetujuannya adalah dengan diamnya mengingat ia belum pernah melakukan
akad nikah dan mengarungi kehidupan rumah tangga, ataukah persetujuan wanita
zina tadi adalah dengan mendengar jawabannya secara langsung mengingat ia
pernah melakukan hubungan seksual yang itu merupakan salah satu tujuan akad
pernikahan. Dua Imam besar Islam yaitu Imam Syafi‘i dan Imam Abu Hanifah
berbeda pendapat dalam hal status perijinan wanita pezina. Oleh karena itu, dalam
skripsi ini penulis tertarik membahas pendapat Imam Syafi‘i dan Imam Abu
Hanifah dalam masalah bentuk-bentuk perizinan wanita pezina dalam pernikahan.
Tidak hanya memaparkan pendapat dari kedua Imam tersebut, tetapi penulis juga
mencoba menggali metode istinbat yang digunakan oleh keduanya atas
pendapatnya masing-masing. Kemudian penulis juga membahas bagaimana
relevansi perijinan wanita pezina terhadap hukum Islam di Indonesia.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian dokumen (library
research). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam
penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik
dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut
penulis analisa dengan metode deskriptif-analisis.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendapat Imam Syafi‘i
mengenai status wanita pezina adalah sebagaimana janda, yaitu persetujuannya
adalah dengan mengatakan secara langsung. Metode istinbar yang digunakan
Imam Syafi‘i adalah hadis yang menyatakan bahwa wanita hanya ada dua, gadis
dan janda. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah status wanita pezina adalah sama
dengan perawan. Oleh karena itu perijinannya adalah dengan diam. Metode
istinbat yang digunakan Imam Abu Hanifah adalah hadis yang menyatakan
perawan mempunyai rasa malu yang besar.

Pendapat Imam Syafi‘i menurut penulis adalah pendapat yang relevan
dengan hukum Islam di Indonesia untuk memperjelas status wanita yang pernah
pezina agar pihak laki-laki yang akan melamar sudah mengetahui terlebih dahulu
bahwa calon mempelainya sudah tidak perawan,

Kata kunci : Perawan, janda, perizinan dan metode istinbat
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Wali merupakan salah satu rukun nikah. Pernikahan tidak sah tanpa adanya
wali. Pernikahan bukan hanya ikatan untuk mempersatukan dua anak manusia
saja, melainkan mempersatukan dua keluarga yang berbeda. Hukum Islam
mengatur tentang kewajiban adanya wali dalam pernikahan adalah sebagai
tindakan pencegahan dari suatu hal yang tidak diinginkan oleh kedua mempelai.>

Allah berfirman dalam surat al-Nur ayat 32:

ALizh Cya i) pgik) 51388 1 53555 &) 2&ika) 3 Aok (oa Gl aia a1 ) ST 5
A fly

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin

Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha
Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.?

Berkaitan dengan ayat di atas, Sayyid Sabiq menjelaskan dalam kitabnya,

Figh al-Sunah, sebagai berikut:

Bk ¥ 133 O A3 bR Vo Gl £33 30AD & ) slabd) Ga S G
A3l b Bl (g il Ada b s A g G 3 (g3 sbiny

Artinya: Jumhur ulama memilih bahwasanya wanita tidak dapat menikahkan
dirinya sendiri dan orang lain. Bahwasanya pernikahan itu tidak dapat

terjadi dengan mengabaikan wali, karena perwalian merupakan syarat
dalam sah akad dan bahwasanya orang yang mengakadkan adalah wali.

Peran wali dalam suatu pernikahan sangat penting. Nabi Saw. bahkan

menyebutkan bahwa tidak sah nikah tanpa wali. Nabi Saw bersabda:

2Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, Jakarta: Ul Press, 1986, h. 47.
3Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya, Semarang: Toha Putra, 1989, h. 541.
4Sayyid Sabiqg, Figh al-Sunnah, Bairut: Daar al-Kitab al-Arabiah, 1977, juz 2, h. 125.
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Artinya: telah menceritakan kepada kami Waki’ dan Abd al-Rahman, dari Israil,
dari Abi Ishak, dari Abi Burdah, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah
Saw bersabda: “tidak (sah) nikah kecuali dengan wali.

Berdasarkan hadis di atas dapat diketahui bahwa pernikahan tidak sah tanpa
adanya wali. Apabila pernikahan tanpa wali sudah berlangsung, maka pernikahan

tersebut adalah batal. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw:

O sh (5 Sails 58 iih Gt UAT eHgia U AT « 58 007 aaaa Was
51300 Ly iy 4l S0 (i ) (s 06 2208 it G 5338 08 b
Gl Ly L el gy 333 by oy &6 (g A& gl 32 03 iy GASS

A 19 Y Gl GUal 1 g Al G dgta

Artinya: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah
mengabarkan kepada kami Sufyan, telah mengabarkan kepada kami lbn
Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia
berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Siap saja perempuan yang menikah
tanpa ijin wali, maka pernikahannya batal- Nabi Saw mengulangi itu
sampai tiga kali-. Apabila laki-laki sudah mencampurinya maka ia wajib
membayar mahar karena sesuatu yang telah ia dapatkan darinya. Apabila
mereka berselisih, maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak
mempunyai wali.

Meskipun kehadiran wali menjadi penting dalam sebuah pernikahan, namun
wali juga tidak bisa memaksa wanita untuk menikahi laki-laki pilihannya.
Persetujuan wanita tetap diperlukan dalam pengambilan keputusan pernikahan.

Nabi Saw melarang pernikahan yang wali tidak meminta ijin terlebih dahulu.
Gi v 5il3 (AL ol & B85 sily AT ) S8 gy il ath g U3
L caSal) e ¢ ) S G Madh L eouging 3 3adh ulial) il L 118 g 8 o

M\ijﬁw\u\,éhuﬁcumwﬁ‘pcwdua\ua\‘pc&dﬁu.ﬂuﬂ

5Ahmad bin Hambal, Musnad al-lmam Ahmad bin Hambal, t.k: Muéssisah al-Risalah,
2001, juz 32, h. 280.
6Abu Dawud, Sunan Abui Dawud, Bairut: al-Maktabah al-Isriah, t.th, juz 2, h. 229.
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Artinya:
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telah mengabarkan kepada kami Abu Thahir al-Faqih, Abu Abdillah al-
Khafidz, Abu Zakaria bin Abi Ishak, Abu Said bin Abi Amr, mereka
berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Abbas Muhammad bin
Ya’qub, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin
Abd al-Hakim, telah menceritakan kepada kami Ibn Abi Fudaik, dari Ibn
Abi Dzi’b, dari Umar bin Husain, dari Nafi’ bahwasanya Ibn Umar
menikahkan anak perempuan pamannya kepada Ustman bin Madzln,
Nafi’berkata: kemudian ibunya pergi menemui Nabi Muhammad Saw,
ibunya berkata: Anakku terpaksa melakukan demikian”. Nabi Saw
kemudian menyuruhnya memisahkan putrinya dan bersabda: ”Janganlah
kalian semua menikahkan anak yatim sehingga kalian meminta
pertimbangannya. Apabila ia diam, maka diam itu merupakan izinnya”.
Maka Nabi menikahkan wanita itu setelahnya dengan Abdillah al-
Mughirah bin Syu’bah.

Persetujuan wanita sangat penting karena bagaimanapun dia sendiri lah

yang akan melaksanakan pernikahan. Dalam tradisi hukum Islam persetujuan

wanita

dibedakan menjadi dua. Wanita yang masih perawan dan janda

persetujuaanya berbeda. Janda sudah mempunyai hak atas dirinya sendiri

dibandingkan ketika statusnya masih perawan. Persetujuan janda adalah dengan

mengatakannya secara langsung. Sedangkan persetujuan perawan adalah cukup

dengan diamnya. Nabi Saw bersabda:

o . . o %l o 4, e. °. . N P I SR L e kogd 4aF
QU raw (Jualll Al 8 8 el (A0 08 (Gl LaA (s (A s

Ora Wil (3R Cilly 100 Ay Adle G L Lol 0 (i o) 08 i e G

Artinya:

Mg 9% g8 5 el Sl g gl

telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said, telah menceritakan
kepada kami Sufyan, dari Ziad bin Said, dari Abdullah bin al-Fadhl,
Nafi’bin Jubair telah mendengar, ia mengabarkan dari Ibn Abbas,
bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Janda lebih berhak atas dirinya
dari pada walinya. Perawan dimintai konsultasi.ljinnya adalah diamnya.

Al-Baihagi, al-Sunan al-Kubra, Bairut: Daar al-Kutb al-1imiah, 2003, juz 4, h. 195.
8Muslim, Shahih Muslim, Bairut: Daar al-Turats al-Arabi, t.th, juz 2, h. 1037.



Berdasarkan hadis tersebut, baik gadis maupun janda sebenarnya sama-
sama dimintai persetujuaannya terlebih dahulu oleh wali. Jumhur ulama juga
sepakat bahwa persetujuan seorang gadis adalah dengan diamnya, sedangkan
janda tidak. Perbedaan pendapat baru terjadi terhadap wanita yang pernah
berzina, apakah persetujuannya adalah dengan diamnya mengingat ia belum
pernah melakukan akad nikah dan mengarungi kehidupan rumah tangga, ataukah
persetujuan wanita tadi adalah dengan mendengar jawabannya secara langsung
mengingat ia pernah melakukan hubungan seksual yang itu merupakan salah satu
tujuan akad pernikahan itu sendiri. Dalam hal ini ada dua pendapat yang saling

bertentangan.

Pertama, pendapat Imam al-Syafi’i Rahimakumullah. Menurut beliau,
wanita yang sudah pernah berzina dianggap sudah janda. Oleh karena itu wali
tidak boleh menikahkannya tanpa persetujuan darinya.

G55 Y Uh Cls A 8 G G G818 5 5 U 5 auld 5 aia IS4 Eaagd 1315
VECTR KPEOP T

Artinya: Ketika wanita sudah dijimak dengan nikah yang sah maupun rusak, atau
zina, baik masih kecil maupun sudah baligh atau selain baligh, maka ia
sudah menjadi janda yang bagi bapak tidak berhak menikahkan tanpa
seizinnya.

Pendapat Imam al-Syafi’i ini didukung oleh kalangan Hanabilah

diantaranya oleh al-Bahuti al-Hanbali melalui perkataannya:

Artinya: dan izinnya janda sebab sudah disetubuhi, meskipun dengan zina, atau
bersamaan dengan kembalinya keperawanan setelah disetubuhi, adalah
dengan perkataannya.

SAl-Syafii, al-Umm, Bairut: Daar al-Ma’rifah, 1990, juz 5, h. 19.
10al-Bahuti al-Hambali, Syarah Muntaha al-Iradat, t.tp: Alam al-Kutub, 1993, juz 2, h. 636.



Kedua, pendapat Imam Abu Hanifah menganggap status wanita tersebut
adalah perawan. Oleh karena itu apabila ia dilamar persetujuannya adalah dengan

diamnya. Dalam al-mabsiit, al-Sarkhasi berkata:
N A5 D) daa) - AR o die g o ) e Lga gy ) G313 Ll

Artinya: Adapun apabila ia (wanita) berzina, cukup diamnya (sebagai persetujuan)
ketika akan dinikahkan menurut Abu Hanifah- Rahimakumullah-.
Pendapat Imam Abu Hanifah ini didukung oleh kalangan Malikiyyah,
diantaranya adalah pendapat al-Shawi al-Maliki yang berbunyi:

o8 AN Glala 313 (A5 U3 e D388 15 Uy GOl &l Caly oy &S
"Ml i 418 Ake E1 5 clggas
Artinya: atau wanita itu sudah besar, yakni baligh, dan keperawanannya hilang

karena zina, meskipun berulang kali, sehingga hilang rasa malu dari
wajahnya, atau ia melahirkan, maka bagi wali boleh memaksanya.

Dalam pendapat al-Shawi di atas dapat dipahami bahwa wanita yang pernah
berzina dalam hal perizinannya dianggap sebagaimana wanita yang masih
perawan dikarenakan bagi wali boleh memaksanya, yang mana hal ini adalah

kebijakan wali untuk wanita yang masih perawan.
Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 16 juga disebutkan:

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan
tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga

berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas.

Apabila dilihat secara sekilas, pasal yang diadopsi oleh KHI merupakan
penggabungan antara dua pendapat Imam al-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah di

atas, tanpa memperhitungkan status wanita tersebut masih perawan atau sudah

"al-Sarkhasi, al-mabsiit, (Bairut: Daar al-Ma’rifat, 1993), juz 5, hal 7.
12 Al-Shawi al-Maliki, Hasyiyah al-Shawi, t.tp: Daar al-Maarif, t.th, juz 2, h. 354.



janda. Mengingat di Indonesia mayoritas bermazhab Syafii, menarik Kiranya
pendapat Abu Hanifah juga diakomodir di Indonesia. Oleh sebab itu, penulis
tertarik mempelajari masalah ini lebih dalam dan menuangkannya dalam bentuk

skripsi.

Alasan penulis memilih tema ini adalah karena makin banyaknya kasus zina
yang terjadi di dalam masyarakat, dan masyarakat tidak sadar akan perubahan
status dalam hal persetujuan wanita yang pernah melakukan zina. Sedangkan
alasan penulis memilih Imam al-Syafii dan Imam Abu Hanifah adalah selain
karena pendapat mereka berbeda, juga karena keduanya merupakan mujtahid

muthlag dalam mazhab yang didirikannya.

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana istinbat Imam al-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah terhadap
persetujuan wanita pezina dalam pernikahan?

2. Bagaimana pendapat Imam al-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah tentang
persetujuan nikah bagi wanita yang pernah berzina terhadap hukum Islam di

Indonesia?

. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat istinbat Imam al-Syafii dan Imam Abu Hanifah
terhadap persetujuan wanita pezina dalam pernikahan.

2. Untuk mengetahui pendapat Imam al-Syafii dan Imam Abu Hanifah tentang
persetujuan wanita pezina dalam pernikahan terhadap hukum Islam di
Indonesia

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan dan khasanah pengetahuan bagi penulis khususnya

dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya tentang istinbat hukum Imam

al-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah terhadap persetujuan wanita pezina.



2. Untuk memberikan pertimbangan terhadap hakim peradilan agama dalam
memutuskan masalah yang berkenaan dengan persetujuan wanita pezina dalam

pernikahan.

. Telaah Pustaka

Kajian mengenai tema wali sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelum
penulis, di antaranya:

Skripsi Siti Ninik Purnawati yang berjudul “Istinbat Hukum Mazhab
Hanafiyah tentang Menikah Tanpa Wali dalam Kitab Badai al-Shanai”!?.Ninik
mengatakan bahwa menurut mazhab Hanafiyah seorang wanita baligh, berakal
boleh menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki lain dan pernikahan tersebut
tetap sah.

Skripsi Habba Zuhaida yang berjudul “Studi Analisis Metode Istinbat
Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang Wali Mujbir” '# Habba
mengatakan bahwa di Indonesia yang lebih relevan dalam permasalahan wali
mujbir adalah pendapat Imam al-Syafii yang tetap menekankan adanya
persetujuan anaknya,

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Rohmat yang berjudul “Kedudukan Wali
dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafiiyah, Hanafiyyah, dan Praktiknya di
Indonesia /. Rohmat menyatakan bahwa menurut Syafiiyah wali mempunyai
kedudukan sebagai syarat sah dalam perkawinan, sedangkan menurut Hanafiyah
keberadaan wali hanya syarat namun tidak mutlak.

Jurnal yang ditulis oleh Taufiq Hidayat yang berjudul “Rekontruksi Konsep
Ijbar” 9. Taufiq mengatakan bahwa konsep ijbar tidak ada dalam al-Qur’an.
Syafii membuat konsep ijbar berdasarkan dari hadis bahwa Aisyah dinikahkan

oleh Abu Bakar kepada Nabi Saw pada saat Aisyah masih kecil.

13 Siti Ninik Purnawati, Istinbat Hukum Mazhab Hanafiyah tentang Menikah Tanpa Wali dalam
Kitab Badai al-Shanai, Skripsi Syari’ah, Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2009, h. 70.

4 Habba Zuhaida, Studi Analisis Metode Istinbat Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafii tentang
Wali Mujbir, Skripsi Syariah, Semarang: E-Prints UIN Walisongo, 2016, h. 132.

5Rohmat, Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafifyah, Hanafiyyah, dan
Praktiknya di Indonesia. Jurnal al-Adalah, Vol. X, No. 2, 2011, h. 177..Diakses pada tanggal 1 Januari 2010.

6 Taufiq Hidayat yang berjudul “Rekontruksi Konsep Ijbar, Jurnal Syariah dan Hukum STAI
Purworejo, 2009, Vol. 1 No. 2,.



Perbedaan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penulis tidak
memfokuskan terhadap wali, namun kepada persetujuan wanita yang sudah

berzina terhadap wali nikahnya.

E. Metode Penelitian
1) Jenis Penelitian

Skripsi ini dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian library
research atau studi dokumen!” yaitu ulasan tertulis tentang suatu peristiwa atau
kejadian pada masa lampau. Ulasan tersebut menyangkut juga literatur-literatur
yang relevan sebagai bahan penelitian. Penulis mengumpulkan bahan-bahan
yang terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli,
dan karangan ilmiah.Sedangkan sifat penelitian skripsi ini adalah kualitatif
karena teknis penekanannya lebih menggunakan kajian teks.

2) Sumber Data:

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk
memperoleh informasi mengenai data'®. Sumber data dibedakan menjadi dua,
yaitu:

a. Sumber data primer adalah sumber data yang diambil langsung dari tangan
pertama kitab al-Umm karya Imam al-Syafi’i dan al-mabsit karya al-
Sarkhasi.

b. Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber-sumber lain,
artinya data yang ditulis oleh orang lain tentang pandangan al-Mawardi dan
Ibn Hazm sehingga tidak asli karena diperoleh dari sumber kedua atau
ketiga serta buku-buku pendukung yang bertemakan tentang persetujuan
wanita pezina.

3) Metode Pengumpulan Data.
Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode dokumentasi

yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya

17 W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Grasindo), hal 123
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. 8,
hal 137.



yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.!” Dengan metode ini maka
penulis tidak hanya mengumpulkan kitab-kitab figih saja, tetapi juga kitab-
kitab lain yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara komprehensif.
4) Metode Analisis Data
Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan baik pula, maka
data yang terkumpul akan penulis analisa dengan menggunakan metode
analisis sebagai berikut :
a. Metode Deskriptif-Analisis
Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual,
mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan
sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau
analisis dari penulis®®. Penulis mendiskripsikan apa yang penulis temukan
dalam bahan pustaka sebagaimana adanya kemudian menganalisisnya
secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai
permasalahan alam skripsi ini.
b. Metode Komparasi
Penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan
dan perbedaan tentang benda, tentang orang, tentang prosedur, kerja,
tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau
suatu prosedur kerja.?! Dengan menggunakan metode ini penulis akan
membandingkan pendapat antara Imam al-Syafii dan Imam Abu Hanifah
tentang persetujuan wanita pezina dan pendapat ulama lain tentang hal yang

Sama. .

F. Definisi Operasional

Definisi  Operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan

pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam

SWinarno Surakhmad, Pengantar Penelitian IImiah: Dasar,Metode,dan Tekhnik,(Bandung:
Tarsito, 1989), him. 163.

20 Etta Mamang Sangaji dan Sopiah,Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), hal
21.

21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Bina Aksara, 1986),
him. 196.
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judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian penulis yaitu “BENTUK-BENTUK
PERSETUJUAN DALAM PERNIKAHAN BAGI WANITA YANG PERNAH
BERZINA (Studi Perbandingan Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-

Syafi’i), maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu :

1. Zina
S e g (sl 5 B i T B 5 o LS £ b

vy C‘S‘
Artinya : Pengertian zina menurut pakar figh adalah memasukkan

alat kelamin laki-laki tanpa proses pernikahan.
Dalam skripsi ini yang dimaksud zina adalah memasukkan alat kelamin
laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sehingga menyebabkan
hilangnya sifat perawan pada seorang wanita.

2. Persetujuan Dalam Pernikahan
Persetujuan dalam pernikahan adalah suatu proses yang terdapat dalam
figh munakahat yang mengharuskan seorang wali meminta izin kepada
wanita yang dibawah perwaliannya dalam upaya perjodohan dengan calon
pengantin laki-laki pilihan orang tuanya (ayah atau kakek) atau orang-
orang yang terdapat dalam hirarki perwalian.

3. Perbandingan
Perbandingan yaitu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain
sehingga dapat diliat persamaan dan perbedaannya. Dalam skripsi ini
diartikan membandingkan pendapat Imam Abu Hanifah dengan pendapat
Imam al-Syafi’i dalam permasalahan persetujuan wanita yang pernah

berzina.

G. Sistematika Kepenulisan
Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta
memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis

sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan

22 Syamsuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, Maktabah al-Syameelah
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petunjuk penulisan skripsi fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo
Semarang.
Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab

terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan, yang isinya meliputi: latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode

penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Il Merupakan tinjauan umum tentang wali meliputi: pengertian wali, dasar

hukum wali, dan persetujuan wanita kepada wali.

Bab Il Menjelaskan dan memaparkan tentang Imam al-Syafi’i dan Imam Abu
Hanifah yang meliputi: Biografi, pendidikan dan karya, metode yang
dipakai oleh kedua Imam dalam beristinbat, serta pandangan kedua
Imam tersebut tentang persetujuan wanita pezina, beserta dalil ijtihad

dan metode istinbagnya.

Bab IV Merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang berisi analisis penulis
terhadap istinbar Imam al-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah tentang
persetujuan wanita pezina dan relevansinya dengan kondisi hukum

Islam Indonesia.

Bab VV Merupakan hasil akhir dari penelitian penulis, yang di dalamnya berisi

kesimpulan, saran-saran, kata penutup.



BAB Il
TINJAUAN UMUM TENTANG BENTUK-BENTUK PERSETUJUAN
WANITA YANG PERNAH BERZINA DALAM PERNIKAHAN

A. Tinjauan Umum tentang Wali
1. Pengertian Wali Dalam Nikah

Dalam perkawinan, ijin wanita diberikan oleh wali. Oleh karena itu,
pembahasan dalam bab ini dimulai dengan pembahasan tentang wali.
Perwalian menurut literatur figih disebut dengan (3-}‘2?;1\) “hurufwawu terbaca
kasrah” yaitu kedekatan («;535‘), sedangkan (3-3955‘) "hurufwawu dibaca
fatkhah” bermakna rasa cinta (334ll), pertolongan (s <ill) dan memiliki
makna kekuasaan atau otoritas (bl 5 i) 23

Sedangkan perwalian dalam terminologi fugaha (ahli hukum Islam)
seperti yang diformulasikan oleh Wahbah al-Zuhaili, yaitu kekuasaan yang
diberikan kepada seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan
sendiri tanpa harus bergantung (terikat) izin orang lain.**

Sejalan dengan definisi tersebut, menurut Amir Syarifuddin, yang
dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena
kedudukannya berwewenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang
lain.?®

Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan wali nikah sebagai berikut:
G b5 4330y fas S ) A3 4l i (o301 3h L) B A5
Ay Sy (sl Gualall LAy Adas

Artinya: Wali didalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak
kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnya
akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya,

23 Departemen Wakaf Kuwait, Al-Maiisii’ah Al-Fighiyyah, Kuwait: Zatus Salasil, Juz 45, Cet.
Ke-2, 1986, h. 135. Lihat pula: Wahbah Al-Zuhaili, Al-Figh al-Islam Wa Adillatuh, Damaskus: Darul
Fikr, Cet. Ke-10, Juz 1X, 2007, h. 179.

24 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Figh al-Islam Wa Adillatuh, Damaskus: Darul Fikr, Cet Ke-10, Juz
I1X, 2007, h. 179.

25 Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007, h.
69.

26 Abdurrahman Al-Jaziri, al-Figh ‘ala Madzahibil ‘Arba’ah, Bairut: Daru al-Kutiib al-Iimiyah,
Juz 1V, t.th, h. 29.

12
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ia adalah ayah atau orang yang diberi wasiat, kerabat dari pihak
ayah, mu’tig (orang yang memerdekakan budak), sulthan dan
penguasa yang berwenang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan wali
ialah orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus
anak yatim serta hartanya, sebelum anak tersebut beranjak dewasa.Wali juga
bisa diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah
yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.?” Mengenai
perwalian ini mayoritas ulama membagi wali menjadi tiga macam, perwalian
atas barang, perwalian atas orang, dan perwalian atas barang dan orang secara
bersama-sama.?®

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang diberi
kekuasaan atas sesuatu disebut wali. Dari tiga macam perwalian di atas yang
akan dibicarakan di sini adalah perwalian atas orang, yakni perwalian dalam
pernikahan. Jadi yang disebut dengan wali nikah adalah seseorang yang
diberi kekuasaan untuk menikahkan seorang perempuan yang dibawah
kekuasaannya, dengan perkataan lain wali itu dari pihak perempuan.

Wali dalam pernikahan adalah merupakan hal yang penting dan
menentukan. Menurut pendapat ulama Syafi’iyyah tidak sah pernikahan tanpa
adanya wali bagi pihak perempuan, sedangkan bagi laki-laki tidak diperlukan
wali. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah bahwa pernikahan tanpa wali
dianggap sah bahkan seorang perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri.?
2. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum yang dipakai dalam keharusan adanya wali bagi
seorang perempuan yang hendak menikah, para ulama berpedoman dengan

dalil-dalil al-Qur’an dan al-Hadis diantaranya:*°

27 Frista Artmanda W, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jombang: Lintas Media, tth, h. 347.

28 Abu Zahrah, Ahwal al-Syakhsiyah, Bairut: Darul Fikr al-‘Arabiy, 1957, h. 122.

2% Abu Bakar Muhammad bin Ahmad al-Syasiy, Hilyah al- ‘Ulama’ Fi Ma rifah Madzahib al-
Arba’ah, Arab Saudi: Maktabah Nizar Mustafa Albaz, Juz 11, Cet. Ke-11, 1998, h. 853.

3%Muhammad Syaif Abdullah al-Adiyniy, Qanun Ahwal Al-Syakhsiyah Al-Yamaniy, Miassasah
al-Tanwir Li al-Tanmiyah al-Ijtima’iyyah, Cet. Ke-1, 2014, h. 53-61.
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a. Al-Qur’an
1) Surah al-Bagarah ayat 232:

O 331 GasE O (b slani b

Artinya: Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka
kawin lagi dengan bakal suaminya. (Q.s. al-Bagarah:
232).3!

Imam al-Syafi’i menyatakan, bahwa ayat ini merupakan ayat yang
paling jelas menerangkan tentang pentingnya wali, jika tidak demikian

maka tidak ada artinya lagi para wali menghalangi pernikahan.??

2) Surah al-Nur ayat 32:

) pglag #1588 1 53540 &) il phalis Goa Cpmdiall s aie (AL 1 sl
A fl 3 W) ALad G

Artinya: Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara
kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari
hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika

mereka miskin, Allah Swt akan memberi kemampuan,

kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Swt maha
luas (pemberian-Nya), maha mengetahui.(Q.s, al-Nur, 32).%

Ayat yang kedua juga ditujukan kepada para wali agar supaya
mereka tidak menikahkan perempuan-perempuan muslimah dengan laki-
laki kafir. Khitab tersebut menunjukkan bahwa akad nikah adalah kuasa

seorang wali.

3) Surah al-Bagarah ayat 221:
¥ aliine) 315 48 i (e 5l Alage AV (el (A il pdial) 1 5a8E Y
Ailgl asae) 31y dyda e JA el Aaly ) glasy A (pSpddll ) Ak
alal () Al gy Al sosRally A D) gl Ay 0N Y ey

3Al-Qur’an al-Karim, Al-Hidayah, Departemen Agama RI, Q.S al-Bagarah, 232.
32\Wahbah al-Zuhaili, Lok.Cit, h. 83.
3AI-Qur’an al-Karim, Al-Hidayah, Departemen Agama RI, Q.S al-Nur, 32.
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Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik,
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak
yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia
menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-
orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum
mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin itu
lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik
hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedang Allah Swt
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya, dan
Allah Swt menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-
Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
(Q.s, al-Bagarah, 221).*

Oleh sebagian Ulama Fikih, ayat tersebut ditafsirkan bahwa yang
diberi perintah untuk menikahkan adalah kaum laki-laki bukan kaum
perempuan.®®> Dan Allah Swt menyeru untuk menikahkan itu pada laki-laki
(wali) bukan kepada wanita, seolah-olah Dia berfirman: “Wahai para wali
(laki-laki) janganlah kalian menikahkan (perempuan) yang dalam
perwalianmu kepada orang-orang (laki-laki musyrik).*®

b. Al-Hadis
1) Hadis riwayat ‘Aisyah r.a:

a5 V) 21 Y rallag 4 A L ) sy O B Aais Ge
(Gl 8135) A 15 Y G (g OUalulld | 5 AL (b (Jae

Artinya: Dari ‘Aisyah r.a., Ia berkata, Rasulallah saw telah bersabda:
tidak sah suatu pernikahan, kecuali dengan wali dan dua

orang saksi yang adil, kemudian apabila mereka berselisih

maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki
wali. (H.R. al-Daraqutni).

Hadis tersebut mengandung pengertian bahwa pernikahan tanpa

wali, tidak dianggap sah oleh syari’at. Hal ini diperkuat oleh hadis yang
diriwayatkan ‘Aisyah.

34Al-Qur’an al-Karim, Al-Hidayah, Departemen Agama RI, (Q.S al-Bagarah, 221).

35 Ali Imron, Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga (Persepektif Al-Qur’an Melalui
Pendekatan llmu Tafsir), Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, h. 69.

36 Dedy Junaidi, Bimbingan Perkawinan, Jakarta: Akademi Pressindo, 2003, h. 106.

37 Imam al-Syaukaniy al-Yamaniy, Nail al-Authar, Mesir: Darul Hadis, Cet. Ke-I, Juz 6, 1993,
h. 150.
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2) Hadis riwayat ‘Aisyah r.a:

B30 Ll sty A8 0 Lim i) (3 08 £ 306 gl S () Lite (e g
Grn (A2 Loy Sl Lt Ly 00 (b (1, LAl Lgll o) sy 2885
sl ) a1 A20AT) A0 15 Y Gra (s Gl T g jadia) (b (ga b
" (aSadls s Gl Dl 3 Addiag

Artinya: Dari Aisyah r.a, ia berkata: Rasulallah bersabda: Apabila
seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka

pernikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya,

maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar
menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi

izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi

perempuan yang tidak memiliki wali. (H.R. Imam Empat

kecuali al-Nasa’i. Abu ‘Awanah. Ibn Hiban, dan Hakim
mensahihkannya).

Hadis tersebut dapat dipahami, bahwa tidak ada pernikahan di dalam
syari’at melainkan dengan adanya wali. Hal ini diperkuat oleh hadis yang

diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a

3) Hadis riwayat Abu Hurairah r.a:

¥ alis adle 0 a4 oy OB 10U dde I8 K0l () 85008 (o 8
A s kb g Adla ) 5133) L 310D ¢ 335 W5 (51 3al) 8138l ¢ 355
(G

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a Rasulallah saw bersabda: Tidak boleh
seorang perempuan menikahkan seorang perempuan, dan

tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.
(H.R Ibn Majah, al-Daraqutniy, dan rawinya siqah).

Hadis di atas menunjukan bahwa perempuan tidak mempunyai hak
wali untuk menikahkan dirinya dan untuk perempuan lain. Di dalam
pernikahan, dia tidak mempunyai hak untuk mengucapkan kalimat ijab
dan kabul. Dia tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dengan seizin wali,

dan ia juga tidak dapat menikahkan perempuan lain, atau mewakilkannya.

38 Al-Hafidl Ibn Hajar al-*Asqalaniy, Buliigh al-Maram, Riyadh: Daar al-Falag, 1424 H, h. 297.
*1bid, h. 298.
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3. Macam-macam Wali Nikah dan Urutannya

Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi
bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya
(Ps. 19 KHI). Apabila rukun ini tidak dipenuhi maka status pernikahannya
tidak sah. Ketentuan ini didasarkan kepada sabda Rasulallah saw, riwayat

dari ‘Aisyah r.a:

50 Ll sl A ) a3 08 ;36 e S i) Ll (e
G QS0 g 5l Ll Ly 000 G4y LI Ll )y a5
sl ) a1 Aa0AT) A0 15 Y Gra (s (Ul T g jakis) ol (ga b
CLRSAN Gha Gy A sl 4adiag

Artinya: Dari Aisyah r.a, ia berkata: Rasulallah bersabda: Apabila
seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka
pernikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka

bagi dia berhak menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya.

Apabila walinya enggan (memberi izin) maka wali hakim
(pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak

memiliki wali. (H.R. Imam Empat kecuali al-Nasa’i. Abu
‘Awanah, Ibn Hiban, dan Hakim mensahihkannya).

Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid menyebutkan
macam-macam wali ada tiga, yaitu: wali nasab, wali hakim dan wali
maiila. ' Sementara Abdul Manan menyebutkan macam-macam wali

yaitu: wali nasab, wali hakim, wali matla, dan wali muhkam.42

Dengan demikian macam-macam wali nikah dapat penulis uraikan

sebagaimana berikut:

a. Wali Nasab
Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasarkan karena

adanya hubungan darah. Wali nasab dibagi menjadi dua yaitu wali

“O1bid, h. 297.

41 Ibn Rusydi, Bidayah al-Muijtahid, Jeddah: al-Haramain, Juz II,Cet. Ke-3, tth, h. 13.

42 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2006, h. 61.
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agrab dan wali ab’ad. Wali agrab adalah orang yang hubungan
kekeluargaanya sangat dekat dengan pihak mempelai perempuan.
Dalam hal ini adalah seseorang yang mendapatkan bagian ‘ashabah
dalam perkara waris. Sedangkan wali ab 'ad adalah wali yang hubungan
kekerabatannya agak jauh, yaitu selain dari kelompok wali agrab.
Apabila wali nikah yang berhak, urutannya tidak memenuhi
syarat sebagai wali nikah, atau karena wali nikah itu menderita tuna
wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser
kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Adapun hirarki
wali nasab yaitu:
1) Ayah kandung.
2) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki.
3) Saudara laki-laki sekandung.
4) Saudara laki-laki seayah.
5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
9) Saudara laki-laki ayah, sekandung (paman)
10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
11) Anak laki-laki paman sekandung
12) Anak laki-laki paman seayah.
13) Saudara laki-laki kakek sekandung.
14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
15) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.*’
Apabila urutan wali diatas tidak ada maka yang menjadi wali

adalah hakim.

b. Wali hakim

4 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.
Ke-1, 2013,, h. 67.
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Wali hakim adalah wali nikah yang dilaksanakan oleh penguasa,
karena wanita yang akan menikah tidak mempunyai wali.** Wewenang
wali nasab akan berpindah kepada hakim apabila:

. Ada pertentangan antara wali dengan mempelai wanita (wali adlol).
Artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkannya.

. Bilamana walinya tidak ada, atau menghilang dan tidak diketahui
keberadaanya.

. Tidak memiliki wali nasab sama sekali.

. Wali berada di tempat yang sejauh masafatul qasri (sejauh perjalanan
yang membolehkan shalat gashar yaitu 92,5 Km), atau*®

. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di jumpai,
atau

. Wali sedang melaksanakan ibadah haji maupun umrah.*’

Apabila kondisi salah satu dari point di atas, maka yang yang
berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim.
Tetapi dikecualikan bila, wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang
lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang yang mewakilkan itu
yang berhak menjadi wali dalam pernikahan.*®
. Wali Maiila

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya.Laki-laki
boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya
bilamana perempuan itu rela menerimanya.Maksud perempuan disini

adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.*

. Wali Muhakam

44 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada

Media Group, 2006, h. 206

4Sayyid Sabiqg, Figh al-Sunnah, Darul Kitab al-Arably, Bairut Libanan, Juz II, 1977, h. 137.
46 Di zaman modern ini walaupun masafatul qasri “jarak tempuh perjalanan” sudah terpenuhi,

namun untuk akad nikahnya wali perlu diberi tahu terlebih dahulu. Pen.

4TDepartemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Proyek Peningkatan

Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji,
Jakarta: 2003, h. 34.

“bid., h. 35.
4 Tihami dan Sohari, Fikih Munakahat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, h. 99.
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Wali muhakam ialah wali yang terdiri dari seorang laki-laki yang
bukan keluarga dari calon istri dan bukan pula dari pihak penguasa,
akan tetapi memiliki pengetahuan keagamaan yang baik dan dapat
menjadi wali dari pemerintah. Keberadaan wali ini karena wali nasab,

wali mu tiq (maila) dan wali hakim tidak ada.>

Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri menyatakan, bahwa
jumhur ulama berpendapat wali nikah menurut macamnya dibagi menjadi

dua, yaitu wali mujbir dan wali ghairu mujbir.

03 Ay sl 4l A ba ks g B (3 AL ik (13 1l ) (3l ey
i oAl pal¥ (83 aia Y G AN A Gl ik B (133 slia 3 40
M pla s 49 gl adle A3 fadd) 5

Artinya: “Wali dibagi menjadi dua, yaitu wali mujbir yang baginya berhak
untuk menjodohkan seseorang yang berada dalam perwaliannya

meski tanpa seizin dan ridla orang yang diwakilkannya; kedua

yaitu wali ghairu mujbir, baginya tidak ada hak seperti didalam

wali mujbir melainkan sebaliknya, dan tidaklah sah baginya

menjodohkan dengan tanpa seizin orang yang ada hak wali dan
ridlanya”.

a. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung
untuk menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya
meskipun tanpa mendapat izin dari orang tersebut. > Menurut
madzhab al-Syafi’i wali mujbir adalah ayah dan ayah dari ayah

(kakek). Sedangkan menurut madzhab Hanafi, wali mujbir adalah

30 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam, Jakarta: Ul Press,
tth., h. 65-66.

SIAbdurrahman al-Jaziri, Lok.Cit, h. 720.

>2Abdul Ghofur Anshori, Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif. Yogyakarta:
UII Press.2011, h.40.
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berlaku bagi ‘ashabah seketurunan terhadap anak yang masih kecil,

orang gila, dan orang yang kurang akalnya.>?

$30u pord) do O30 A5 Ay gl aad 1 Y1 A5 Y ) 508 ALaia
Oalidny Aal) Agle Gilgh ok 8 (g aadie Guld (a3l Gl )
o, JOT 43 5iaall g Gillad 3 juially sl jaky sl 3l

Artinya: “Golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa tidak ada wali
kecuali wali mujbir, karena arti dari perwalian disini adalah
memutuskan pendapat atas orang lain baik ia rela maupun
tidak, maka tidak ada wali bagi mereka kecuali wali mujbir
yang dapat memutuskan pada akadnya, dan dikhususkan bagi
wali mujbir untuk memaksa anak kecil perempuan secara
mutlak, laki-laki dan perempuan yang majnun (gila)
sekalipun mereka telah dewasa.”

S Al By S G5 s (L bl 50 1508 L
i 1B (ah 3 a KAl ciidaal) e agalh (g 2l g (T 3a el
e Uy gl &)

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa perwalian paksa (wali
mujbir) ditetapkan bagi ‘ashabah nasabiyyah atas anak-anak kecil,
orang gila, dan orang-orang bodoh. Sementara ulama selain madzhab
Hanafi membedakan anak-anak kecil dengan orang-orang gila dan
orang-orang bodoh. Mereka sepakat atas ditetapkannya perwalian
paksa terhadap orang gila, orang bodoh yaitu bagi ayah, kakek,
pelaksana wasiat, dan penguasa. Imam malik dan Ahmad berpendapat
bahwa perwalian ini ditetapkan bagi ayah dan pelaksana wasiat.
Sedangkan menurut Imam al-Syafi’i perwalian ijbar ditetapkan bagi
ayah dan kakek kepada anak atau cucu perempuan yang masih

perawan.>®

b. Wali Ghairu Mujbir

33 Direktorat Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta
Departemen Agama, llmu Figh, Jakarta: IAIN Jakarta, jil. 2, 1983, h. 107.

3+ Abdurrahman al-Jaziri, Lok.Cit,h. 720.

S1bid.

%6Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Darul Kitab al-Arably, Bairut Libanan, Juz II, 1977, h. 381.
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Wali ghairu mujbir adalah seorang yang mempunyai hak
menjadi wali atas seorang yang berada di bawah perwaliannya, tetapi
tidak mempunyai hak untuk memaksa. Wali ghairu mujbir ini dalam
melakukan akad pernikahan harus seizin atau atas kerelaan orang yang
di bawah perwaliaanya.Adapun yang menjadi wali ghairu mujbir

adalah wali selain ayah dan kakek.

Dari kedua pendapat tersebut, terdapat perbedaan mengenai
definisi wali mujbir yang menyebabkan implikasi hukum dan
konsekuensinya berbeda.Menurut madzhab Hanafi wali mujbir ialah
kewenangan seorang wali untuk menikahkan seorang perempuan
karena hubungan darah, kepemilikan (hamba sahaya) untuk wanita
kecil yang belum baligh atau belum cakap hukum seperti gila, idiot,
dan lain-lain, terlepas dari dia seorang gadis ataupun janda.Jadi
menurut madzhab Hanafi hak ijbar adalah hak yang dimikili oleh
semua wali, baik wali kerabat maupun wali hakim. Alasannya wanita
yang telah dewasa dan cakap hukum berhak untuk menikahkan

dirinya sendiri.

Menurut madzhab al-Syafi’i wali mujbir adalah wali yang
berhak menikahkan wanita perawan, baik masih kecil atau telah
dewasa walaupun tanpa persetujuan dari wanita tersebut. Dalam hal
ini wali yang memiliki hak ijbar adalah ayah dan kakek ketika ayah
tidak ada. Terdapat perbedaan pendapat terkait hamba sahaya yang
dapat dipaksa menikah oleh tuannya. Imam Abu Hanifah berpendapat
bahwa seorang tuan dapat memaksa hamba sahayanya untuk kawin.
Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik.Sedangkan menurut
Imam al-Syafi’i hamba sahaya tidak boleh dipaksa kawin.’” Perbedaan

tersebut disebabkan apakah perkawinan itu merupakan kepentingan

Slbnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Bairut: Daru al-Jill, 1989), terj. Imam Ghazali Said dan
Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007, h. 400
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orang yang dibawah pengampuannya, atau sebagai jalan seorang tuan

untuk memperoleh kesenangan.

Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid menjelaskan
bahwa persetujuan dalam nikah ada dua, yaitu dalam bentuk kata-kata
bagi pihak laki-laki dan janda, dan dalam bentuk diam bagi seorang
gadis sebagai tanda kerelaannya. Sedangkan untuk penolakannya

harus dengan kata-kata.>®

Sedangkan menurut Syaikh Kamaluddin Muhammad al-Sakandariy
(Hanafiyyah) perwalian juga dibagi menjadi dua, yaitu perwalian nadb

atau istihbab dan perwalian mujbir.
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Artinya: “Perwalian dalam pernikahan dibagi menjadi dua yaitu perwalian
nadb (sunah) dan istihbab yaitu perwalian bagi perempuan yang
baligh, berakal baik perawan maupun janda; kedua perwalian
mujbir yaitu perwalian bagi perempuan yang kecil baik perawan
maupun janda, dan begitu juga untuk wanita dewasa yang kurang
waras dan budak”.

B. Tinjauan Umum tentang Perijinan Wanita dalam Pernikahan
Meskipun ada yang namanya wali mujbir, peran persetujuan dari
seorang calon mempelai wanita juga tidak bisa dikesampingkan begitu
saja.Realita masyarakat di Indonesia pada zaman sekarang menganggap
bahwa kawin paksa dengan tanpa mempertimbangkan persetujuan mempelai
wanita bukan lagi merupakan bagian dari semangat zaman.Istilah “bukan

zaman Siti Nurbaya” dianut kebanyakan wanita saat ini.Kompilasi Hukum

8 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Kairo: Maktabah Darul Thya’ al-Kutiib al-‘Arabiyah, juz
I, t.th,h. 3

3 Kamaluddin Muhammad al-Sakandariy, Syarah Fath al-Qadir, Bairut: Daru al-Kutib al-
limiyah, 1995, h. 246.
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Islam (KHI) dalam kelahirannya agaknya merespon semangat zaman itu.
Dalam Pasal 16 KHI disebutkan bahwa:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai

2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan
tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa

diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas.

Dalam pasal di atas setidaknya dapat disimpulkan ke dalam dua hal.
Pertama, perkawinan didasarkan pada persetujuan calon mempelai. Artinya,
kedua mempelai mempunyai hak yang sama untuk menerima atau menolak
dinikahkan oleh walinya sehingga kekuasaan wali, terutama wali mujbir,
tidak begitu besar. Kedua, bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat
berupa sikap tegas menerima atau dengan diam dalam artian tidak ada
penolakan.

Hampir senada dengan KHI, tentang persetujuan mempelai wanita,

Nabi Muhammad Saw. sendiri menegaskan dalam sebuah hadis:

alaa WA & Al &) A WA 38 5owia 0 Jae o A dae A
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Artinya: telah menceritakan kepada saya Ubaidillah bin Umar bin Maisarah
al-Qawariri, telah menceritakan kepada kami Khalid bin al-Haris,
telah menceritakan kepada kami Hisyam, dari Yahya bin Abi Katsir,
telah menceritakan kepada kami Abu salamah, telah menceritakan
kepada kami Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:
“Seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai
pertimbangan dan seorang gadis perawan tidak boleh dinikahkan
sebelum dimintai persetujuan”. Sahabat bertanya: ‘“Wahai
Rasulallah, apa persetujuannya?”. Nabi Menjawab: “Hendaknya ia
diam”.

0 Muslim, Shahih Muslim, Bairut: Daar al-Turats al-Arabi, t.th, juz 2, h. 1036.
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Dalam hadis lain, Rasulullah Saw bersabda:
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Artinya: telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said, telah
menceritakan kepada kami Sufyan, dari Ziad bin Said, dari Abdullah
bin al-Fadhl, Nafi’bin Jubair telah mendengar, ia mengabarkan dari
Ibn Abbas, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Janda lebih
berhak atas dirinya dari pada walinya. Perawan dimintai konsultasi.
ljinnya adalah diamnya.

Dalam dua hadis di atas, Nabi Saw menegaskan bahwa persetujuan dari
mempelai wanita merupakan suatu keniscayaan. Artinya, meskipun seorang
perempuan apabila menikah harus dengan wali dan dalam kasus tertentu
missal wali mujbir, seorang wali dapat memaksa seorang perempuan
melaksanakan pernikahan, namun persetujuan dari seorang perempuan juga
merupakan hal yang sangat penting. Dalam hal persetujuan mempelai wanita,
nabi membedakan antara wanita yang masih gadis dengan wanita yang sudah
janda.persetujuan seorang gadis adalah dengan diamnya, sedangkan
persetujuan janda adalah dimintai pertimbangan secara langsung.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 16 Ayat 1 agaknya
mengakomodir pesan dari hadis Riwayat Muslim di atas. Sedangkan pada
pasal kedua, KHI tidak membedakan antara calon mempelai wanita yang
sudah janda dengan yang masih perawan. Padahal dalam hadis disebutkan
perbedaan persetujuan antara wanita yang masih gadis dengan janda, yaitu
bahwa persetujuan janda adalah dengan perintahnya yang tegas, sedangkan
persetujuan gadis adalah dengan diamnya.

Adapun dalam tradisi figh klasik, kaitannya dengan persetujuan
mempelai wanita, terdapat berbagai macam pendapat yang berbeda.terhadap

mempelai perempuan yang masih kecil, ulama sepakat bahwa persetujuan

®11bid, h. 1037.
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mutlak berada di tangan wali. Hal ini dikarenakan bahwa mempelai yang
masih kecil tidak sah melakukan akad sendiri.

Adapun bagi mempelai permpuan yang sudah dewasa, ulama berbeda
pendapat. Menurut mazhab Hanafi, meminta persetujuan dari mempelai
wanita baik ia sudah janda maupun masih perawan adalah wajib. Masih
menurut mazhab Haniafi, yang membedakan persetujuan antara keduanya
adalah caranya, yakni bagi gadis persetujuaannya adalah dengan diamnya,
sedangkan bagi janda persetujuannya adalah pernyataan yang tegas.®’

Menurut mazhab Hambali, kaitannya dengan persetujuan mempelai
wanita, terdapat dua pendapat. Pertama, pendapat Ibnu Qadamah yang
menganggap persetujuan mempelai wanita merupakan hal yang tidak penting.
Ibnu Qadamah lebih memprioritaskan hak ijbar bagi wali mujbir.Kedua,
pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tetap menganggap bahwa mempelai
wanita harus dimintai persetujuannya.®* Sedangkan menurut mazhab Syafifi,
meminta persetujuan dari janda merupakan suatu kewajiban, sedangkan dari

gadis hanyalah sunah saja.®

. Teori Istinbat Hukum

1. Pengertian istinbat hukum

Istinbat sendiri artinya adalah mengeluarkan hukum dan dalil.
Jalan istinbat ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan
pengeluaran hukum dari dalil. Cara penggalian hukum dari nash dapat
ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan lafadz (thurig
al-lafdziyyah) dan pendekatan makna (thurig al-ma’nawiyyah).

Pendekatan lafadz ialah penguasaan terhadap makna dari lafadz-lafadz

2 Amir Syarifuddin, Op.Cit, h. 64.

63 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, Yogyakarta: Academia Tazzafa, Cet. I, 2004, h.
79.

%1bid.

5 Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, diterjemahkan oleh Asad Yasin, Jakarta: Gema
Insani Press, Cet. 11, 1996, h. 467.

6 Asjmuni A. Rahman, Metode Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, h. 1.
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nash dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui dalalah-
nya. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum
bukan kepada nash langsung, seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah,

dan lain-lain.%”

Sedangkan definisi istinbar yang dikemukakan olen Amir
Syarifuddin ialah usaha pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum
dari kedua sumber (al-Quran dan Hadis), atau dengan kata lain usaha dan

cara mengeluarkan hukum dari sumbernya.®®

Dari beberapa keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa
istinbat adalah suatu upaya dengan mengerahkan segenap kemampuan
guna memperoleh hukum-hukum syara’ dari sumber-sumber aslinya.
Pengertian ini identik dengan pengertian ijtihad yang dikenal oleh para
ulama ushul figih  Al-Syaukani menganggap istinbat Sebagai
operasionalisasi ijtihad, karena ijtihad dilakukan dengan menggunakan
kaidah-kaidah istinbat.%’

Istilah populer dari istinbat al-hukmi ialah metodologi penggalian
hukum. Metodologi diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai
metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam
dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksudkan
metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam
dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.”

Disiplin ilmu yang membahas tentang istinbat hukum (metode
penggalian hukum) dinamakan ushul figih.Ushul figih merupakan bidang

ilmu keislaman yang sangat dibutuhkan untuk memahami syari’at Islam

67 Syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam, Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008, h. 55

%8 Amir Syarifuddin, Lok.Cit, h. 1

% Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syaukani, Irsyad al-Fuhil ila Tahqiq al-Haqq min ‘IIm al-
Ushil, Beirut: Dart al-Fikr, t.th, h. 25. Dikutip oleh Sutrisno RS, Nalar Figh Gus Mus, h. 56.

70 Ghufron A. Mas’adi, Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum
Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, h. 2.
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dari sumber aslinya yaitu al-Qur’an dan Hadis.”' Dengan kajian ushul figih
kita akan memahami kaidah-kaidah wsiliyyah, prinsip umum syari’at
Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan

manusia.

Untuk memahami syari’at Islam, ulama usul mengemukakan dua
bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan (lafdziyah)
dan melalui pendekatan magasidal-shari’ah (tujuan syara’ dalam
menetapkan hukum).”? Dengan begitu, akan tercapai tujuan pensyariatan
Islam yaitu kemashlahatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ilmu ushul
figh menjadi sangat penting untuk diketahui dan dipahami dalam rangka
menggali dan menerapkan hukum-hukum syara’ sesuai dengan tuntutan

zaman.
2. Corak Istinbat Hukum

Sumber utama figh ialah al-Qur’an dan Sunnah. Untuk memahami
teks-teks dengan tepat, para ulama telah menyusun semantik khusus untuk
keperluan istinbat hukum. Dalam kajian ushul figh para ulama ushul

membagi:’?
a. Metode Bayani

Dalam khazanah ushul figh, metode ini sering disebut dengan al-
qawa’id al-usiliyyahal-lughawiyyah, atau dalalah lafadz yaitu dalil
yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk
lafadz, suara atau kata.”* Pemahaman suatu nash dari segi lafadz, ulama

ushul figh memberikan klasifikasi yang sangat rinci, yaitu:

1) Lafadz Hakikat dan Majaz

71 Abdul Wahab Khalaf, [Im Ushul Figh, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina
Utama, 1994, h. 1.

72 Nasrun Haroen, Ushul Figh, Jakarta: Logos, 1996, h. 11-13.

73 Abdul Wahab Khalaf, Lok.Cit, h. 5.

74 Amir Syarifuddin, Lok.Cit, h. 140.
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Hakikat dan majaz adalah dua kata dalam bentuk
mutadayyifain atau relative term, dalam arti sebagai dua kata
yang selalu berdampingan dan setiap kata akan masuk kedalam
salah satu diantaranya. Hakikat ialah suatu lafadz yang
digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu.Sedangkan
majaz yaitu kata yang ditujukan bukan untuk maksud

sebenarnya.”
2) Lafadz ‘4mm dan Khas

Lafadz ‘amm adalah suatu lafadz yang digunakan untuk
menunjuk pengertian satuan (afrad) maknanya yang umum,
secara menyeluruh dan tanpa batas, baik pengertian umum
tersebut didapat dari bentuk lafadznya sendiri maupun dari
makna lafadznya.”® Sedangkan lafadz khas, yaitu suatu lafadz
yang menunjuk pengertian sesuatu secara spesifik, atau dalam
pengertian lain lafadz khas ialah lafadz yang sengaja

diperuntukkan menunjuk pengertian tertentu secara mandiri.”’
3) Lafadz Musytarak

Musytarak menurut bahasa berarti sesuatu yang
dipersekutukan.Adapun secara istilah adalah lafadz yang
diciptakan untuk dua hakikat (makna) atau lebih yang
kontradiksi. ”® Sehingga perbedaan lafadz musytarak dengan
lafadz ‘amm dan khas yaitu, bahwa lafadz ‘amm adalah lafadz
yang diciptakan untuk satu makna dan makna yang satu itu
mencakup satuan-satuan makna yang tidak terbatas, sedangkan
lafadz khas adalah lafadz yang menunjukkan makna yang satu,

baik untuk menunjuk makna yang konkrit maupun abstrak.

h. 150.

S1bid, h. 31-35.

7Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh, Jakarta: Amzah, 2014, h. 269.

Ibid, h. 273.

78 M. Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-2, 2014,
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Adapun lafadz musytarak diciptakan untuk beberapa makna

yang penunjukannya kepada makna itu secara bergantian.”

Contoh dari lafadz musytarak, seperti lafadz ‘ainun (Cx=)
yang secara bahasa memiliki makna lebih dari satu, antara lain:
mata untuk melihat, mata air, dan lain-lain. Begitu juga dengan
lafadz quru’(+s_%) yang secara bahasa juga mempunyai makna

lebih dari satu, yaitu suci dan haid.
Metode Ta lili

Metode istinbat ta 'lili adalah metode istinbat yang bertumpu pada
‘illat disyari’atkannya suatu ketentuan hukum. Metode ini merupakan
metode yang berusaha menemukan ‘illat (alasan) dari pensyariatan
suatu hukum.®® Sehingga berdasarkan pada anggapan bahwa ketentuan-
ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia ada
alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya. 8' Jumhur ulama
berpendapat bahwa alasan logis tersebut selalu ada, tetapi ada yang
tidak terjangkau oleh akal manusia sampai saat ini, seperti alasan logis
untuk berbagai ketentuan dalam bidang ibadah.Alasan logis inilah yang

digunakan sebagai alat dalam metode ¢a 'lili.*

Muhammad Mustafa Syalabi menyatakan bahwa berkembangnya
metode ijtihad ini didukung oleh kenyataan bahwa nash al-Qur’an dan
Hadis dalam penuturannya, sebagian diiringi oleh penyebutan ‘illat.
Atas dasar ‘illat yang terkandung dalam suatu nash, permasalahan-

permasalahan hukum yang muncul diupayakan pemecahannya melalui

" Miftah Faridl dan Agus Syihabuddin, Al-Qur’an Sumber Hukum Islam yang Pertama,

Bandung: Pustaka, 1989, h. 186.

h. 196.

14-15.

80 Sutrisno RS, Nalar Figh Gus Mus, Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. Ke-1, 2012, h. 95.
81 Ibn Qayim al-Jauwziyyah, I’lam al-Muwagi’in, Jilid 1, Beirut: Darii al-Kutiib al-l1lmiyah, tth,

8 Amir Syarifuddin, Lok.Cit., h. 248-249.
8 Muhammad Mustafa Syalabi, Ta Il al-Ahkam, Beirut: Darii al-Nahdlah al-Arabiyah, 1981, h.
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penalaran terhadap ‘illat yang ada dalam nash tersebut. Adapun yang

termasuk dalam penalaran metode ta ’lili adalah qiyas dan istihsan.3*
c. Metode Istislahi

Metode istislahi adalah penetapan suatu ketentuan berdasarkan
asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum, karena untuk
masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus.Jadi biasanya,
metode ini baru digunakan bila metode bayani dan ta’/ili tidak dapat
dilakukan.Metode ini merupakan perpanjangan dari metode ta'’lili,
karena sama-sama didasarkan kepada anggapan bahwa Allah Swt
menurunkan aturan dan ketentuan adalah untuk kemaslahatan umat-
Nya.%

Dalam menggunakan metode ini ada dua hal penting yang harus
diperhatikan, yaitu: kategori pertama, sasaran-sasaran (magqasid) yang
ingin dicapai dan dipertahankan oleh syari’at melalui aturan-aturan
yang dibebankan kepada manusia. Dalam hal ini ada tiga kategori, yaitu

dlariiriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat.®

D. Pendapat Ulama Tentang Persetujuan Wanita Yang Pernah Berzina
Dalam bab satu sudah dijelaskan bahwasanya baik gadis maupun janda
sebenarnya sama-sama dimintai persetujuaannya terlebih dahulu oleh wali.
Jumhur ulama juga sepakat bahwa persetujuan seorang gadis adalah dengan
diamnya, sedangkan janda tidak. Perbedaan pendapat baru terjadi terhadap
wanita yang pernah berzina, apakah persetujuannya adalah dengan diamnya
mengingat ia belum pernah melakukan akad nikah dan mengarungi

kehidupan rumah tangga, ataukah persetujuan wanita zina tadi adalah dengan

84 Asafri Jaya Bakri, Konsep Magdashid Syari’ah Menurut al-Syatibi, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1996, h. 133.

8 1bn Qayim al-Jauwziyyah, I'lam al-Muwagqi’in, Jilid 1, Beirut: Dart al-Kuttib al-limiyah, tth,
h. 286.

8 Fadlolan Musyaffa’ Mu’thi, Islam Agama Mudah, Langitan: Syauqi Press, 2007, h.110.
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mendengar jawabannya secara langsung mengingat ia pernah melakukan
hubungan seksual yang itu merupakan salah satu tujuan akad pernikahan itu

sendiri. Dalam hal ini ada dua pendapat yang saling bertentangan.

Pertama, pendapat Imam Syafi’i rahimakumullah. Menurut Imam
Syafi’i, wanita yang sudah pernah berzina dianggap sudah janda. Oleh karena
itu wali tidak boleh menikahkannya tanpa persetujuan darinya.

¥ G G A e 5 GG G 5 ki U 5 auld 3] primia 180 Cirasd 13)3
ML ) e 3 o Gk

Artinya: Ketika wanita sudah dijimak dengan nikah yang sah maupun rusak,
atau zina, baik masih kecil maupun sudah baligh atau selain baligh,
maka ia sudah menjadi janda yang bagi bapak tidak berhak
menikahkan tanpa seizinnya.

Pendapat Imam Syafi’i ini didukung oleh kalangan Hanabilah

diantaranya oleh al-Bahuti al-Hambali melalui perkataannya:
MasEl) gihy 333 358 g i U allay G 1 g B s oii G35

Artinya: dan ijinnya janda sebab sudah disetubuhi di dalam kubulnya,
meskipun dengan zina, atau bersamaan dengan kembalinya
keperawanan setelah disetubuhi, adalah dengan perkataannya.

Kedua, pendapat Imam Abu Hanifah. Beliau menganggap status wanita
tersebut adalah perawan. Oleh karena itu apabila ia dilamar, persetujuannya

adalah dengan diamnya. Dalam al-mabsiit, al-Sarkhasi berkata:
M NG A Aaa ) - ABGA o die g g 3 Ae g gy K &5 03 Gl

Artinya: Adapun apabila ia (wanita) berzina, cukup diamnya (sebagai
persetujuan)  ketika  menikah  menurut  Abu  Hanifah-
Rahimakumullah-.

87 Al-Syafii, al-Umm, Bairut: Daar al-Ma’rifah, 1990, juz 5, h. 19.

883l-Bahuti al-Hambali, Syarah Muntaha al-Iradat, t.tp: Alam al-Kutub, 1993, juz 2, h.
636.

893|-Sarkhasi, al-mabsi, Bairut: Daar al-Ma’rifat, 1993, juz 5, h. 7.
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Pendapat Imam Abu Hanifah ini didukung oleh kalangan Malikiyah,
diantaranya adalah pendapat al-Shawi al-Maliki yang berbunyi:

$UAD Glila 013 i U3 e 0085 3l Uy ol &l Caly ol &
Tl jn Alb Ale &l 5 gga e

Artinya: atau wanita itu sudah besar, yakni baligh, dan keperawanannya hilang
karena zina, meskipun berulang kali, dari zina sehingga hilang rasa

malunya dari wajahnya, atau ia melahirkan, maka bagi wali boleh
memaksanya.

Dalam pendapat al-Shawi di atas dapat dipahami bahwa wanita yang pernah
berzina dalam hal perijinannya dianggap sebagaimana wanita yang masih
perawan dikarenakan bagi wali boleh memaksanya, yang mana hal ini adalah

kebijakan wali bagi wanita yang masih perawan.

90AI-Shawi al-Maliki, Hasyiyah al-Shawi, t.tp: Daar al-Maarif, t.th, juz 2, h. 354,



BAB 111
PENDAPAT DAN ISTINBAT HUKUM IMAM IMAM ABU HANIFAH
DAN AL-SYAFI’I TENTANG PERSETUJUAN WANITA ZINA DALAM
PERNIKAHAN

A. Biografi Imam Abu Hanifah

1. Kelahiran dan silsilah

Nama lengkapnya Imam Abu Hanifah adalah Nu’man bin Syabit ibn Zufiy
al-Taimiy. Al-Taimy masih ada hubungan keluarga dengan ‘Ali bin Abi Thalib.
Beliau lahir di Kiifah®! tahun 80 H/ 699 M, dan wafat pada bulan Syawal tahun
150 H/ 767 M pada usia 70 tahun. Beliau berasal dari keturunan Persi, yang
menjalani hidup di dua masa kekhalifahan yang sosial politiknya berbeda, yaitu
masa akhir kekhalifahan Bani Umaiyyah dan awal masa kekhalifahan Bani
Abbasiyyah.”?

Secara silsilah tabi’in, Abu Hanifah termasuk generasi Islam ketiga setelah
Nabi Muhammad saw (athba’ al-tabi’in). Pada masanya, empat sahabat Nabi
masih hidup, yaitu: Anas ibn Malik di Bashrah, Abdullah ibn Ubay di Kiifah, dan
Sahl ibn Sa’ad al-Saydiy di Madinah dan Abu al-Thufail ‘Amir ibn Wailah.”

Imam Abu Hanifah dimakamkan di pakuburan Khizra. Pada tahun 450 H/
1066 M, didirikan sebuah sekolah yang diberi nama “Al-Jami> Abu Hanifah”.>

2. Pendidikan Imam Abu Hanifah

9'Kiifah merupakan sebuah kota di Irag. Irag adalah sebuah Negara di Timur Tengah atau Asia
Barat Daya, yang meliputi sebagian terbesar daerah Mesopotamia serta ujung barat laut dari Pegunungan
Zagros dan bagian timur dari Gurun Suriah. Negara ini berbatasan dengan Kuwait dan Arab Saudi di selatan,
Yordania di barat, Suriah di barat laut, Turki di utara, dan Iran di timur. Irak mempunyai bagian yang sangat
sempit dari garis pantai di Umm Qashr di Teluk Persia”.la terletak 10 km di timur laut Najaf“Najaf al-Asyraf
(<-2Y) <aaill) jalah sebuah kota di Irak yang terletak 160 km di selatan Baghdad, Baghdad adalah ibu kota
Irak dan provinsi Baghdad adalah kota terbesar kedua di Asia Barat Daya setelah Teheran. Lihat:
https://id.wikipedia.org/wiki/Kufah. diakses 31-05-2016, pukul 11.00 wib.

92 Abdul Karim Zaidan, Op.Cit.,hal. 130.

93 Hasbiyallah, Op.Cit., hal. 140.

94 Muhammad Ma’shum Zein, Op.Cit., hal. 132.
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Dalam studinya, pada abad kedua hijriyah, Imam Abu Hanifah memulai
belajar ilmu Fikih di Irak pada Madrasah Kiifah, yang dirintis oleh Abdullah bin
Mas’ad (W. 63 H/ 682 M) dan berguru selama 18 tahun kepada Hammad bin Abu
Sulaiman al-Asy’ariy, murid dari Algamah bin Qais dan Ibrahim al-Nukhaiy al-
Thabi’iy. Kepemimpinan Madrasah kemudian diserahkan kepada Hammad bin
Sulaiman al-Asy’ariy. Di sinilah Imam Abu Hanifah banyak belajar pada Fugaha
dari kalangan Tabi’in, seperti Atha’ bin Rabbah dan Nafi’ Maula bin Umar. Dari
Hammad inilah Imam Abu Hanifah banyak belajar Figh dan Hadis.

Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz dan Makkah meskipun tidak
begitu lama untuk mendalami Figh dan Hadis. Di tempat ini pulalah beliau dapat
bertemu dan berdiskusi dalam berbagai bidang ilmu figh dengan salah seorang
murid Abdullah ibn Abbas r.a, sehingga tidak mengherankan jika sepuluh tahun
sepeninggalan guru besarnya (Hammad bin Sulaiman al-Asy’ariy, W. 130 H),
majlis madrasah Kiufah sepakat untuk mengangakat Imam Abu Hanifah sebagai
kepala Madrasah. Selama menjadi kepala madrasah itu beliau banyak
mengeluarkan fatwa-fatwanya dalam bidang figh. Fatwa-fatwa itulah yang

menjadi dasar-dasar pemikiran Madzhab Hanafi sampai sekarang.”®
. Guru-guru Imam Abu Hanifah

Guru-guru Imam Abu Hanifah yang terkenal diantaranya, al-Sya’bi dan
Hammad ibn Abi Sulaiman di Kiifah, Hasan Bashri di Basrah, Atha’ ibn Rabbah
di Makkah, Sulaiman dan Salim di Madinah.Dalam kunjungan yang kedua
kalinya ke Madinah, Imam Abu Hanifah bertemu dengan Muhammad Baqir dari
Syi’ah dan putra Bagqir yaitu Ja’far al-Shadiq. Beliau banyak mendapat ilmu dari

ulama ini.”®

Dalam riwayat biografi yang lain, disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah
juga berguru kepada Anas bin Malik (sahabat Rasulallah) ketika Anas bin Malik

berkunjung ke Kifah. Disamping itu, beliau juga telah menimba ilmu kepada

95 Abdul Karim Zaidan, Op.Cit.,hal. 130-131.
9 A, Jazuli, llmu Figh “Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: Prenada
Media Graup, Cet. Ke-9, 2013), hal. 126-127.
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empat imam besar dari ahlul bait Rasulallah saw, yaitu Imam Zaid bin Ali Zainal
Abidin seorang Imam Zaidiyah yang mati syahid dalam perang melawan Bani
Umayah bin Abdul Malik pada tahun 122 H. la juga berguru kepada Muhammad
bin Ali saudara Zaid yang dikenal dengan nama Muhammad Bagqir, lalu berguru
pada putranya Imam Ja’far bin Muhammad, dan juga kepada Abdullah bin

Hasan.”’
. Para Pendukung Mazhab Hanafi dan Murid-muridnya

Penyebaran suatu pemikiran seorang tokoh dapat dilihat dari ada dan
tidaknya para murid dan pendukungnya. Masalah-masalah fikih yang terdapat
dalam Madzhab Hanafi dibedakan menjadi tiga, yaitu: al-Ushil, al-Nawadir; dan

al-Fatawa.

Pertama, kitab al-Ushal adalah masalah yang dinamai dhahir al-riwayah,
yaitu pendapat yang diriwayatkan Abu Hanifah dan sahabatnya, seperti Abu
Yusuf, Muhammad, dan Zufar. Muhammad bin Hasan bin Fargad al-Syaibaniy
telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam
kitab dhahir riwayah. Kitab-kitab yang termasuk dhahir riwayah berjumlah enam
buah.

Enam Kkitab tersebut kemudian dikumpulkan dan disusun menjadi satu
dalam suatu kitab tersendiri oleh al-Hakim al-Syahid yang kemudian diberi
namaal-Kafi. Kitab ini kemudian dikomentari (disyarahi) oleh Syamsyuddin al-

Syarkhasi dan syarah kitab al-Kafi diberi nama kitab al-Mabsiith.

Kedua, kitab al-Nawadir adalah pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari
Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak termasuk dalam kategori dhahir riwayat.
Kitab-kitab yang termasuk al-Nawadir yang terkenal adalah al-Kaisaniyat, al-

Rugayat,al-Haruniyat, dan al-Jurjaniyyat.

Ketiga, kitab al-Fatawa adalah pendapat-pendapat para pengikut Abu
Hanifah yang tidak diriwayatkan dari Abu Hanifah, seperti kitab al-Nawazil,

9lpid, hal. 18-19.
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karya Abi Laits al-Syamargandi. Kitab-kitab Fatawa Hanafiyyah yang terkenal
adalah: Fatawa al-Kaniyyat, karya Qadhi Khan, Fatawa al-Hindiyah, Fatawa al-
Khairiyyah, Fatawa al-Bazziyah, dan Fatawa al-Hamidiyyah.

Para pendukung madzhab Hanafi dan yang berjasa membukukan fatwa-

fatwa gurunya, ialah:

1. Abu Yusuf Ya’kub bin Ibrahim bin Habib al-Anshariy (113-183 H/ 732-798
M). Beliau ini menjadi seorang Qadhi al-Qudhat (ketua Hakim tinggi yang
diberi kekuasaan untuk mengangkat para Hakim daerah) pada masa Khalifah
Harun al-Rasyid.?®la berjasa dalam upaya memodifikasi Madzhab Hanafi dan
menyebarkan pemikiran mazhab Hanafi ke berbagai penjuru Negeri. * la
menyusun Kitab dengan judul “al-Kharaj” yang membahas tentang hukum
Pajak Tanah.!® la juga menyusun kitab Iatilaf Abu Hanifah dan Muhammad
Abdurrahman yang dikenal dengan Ibn Abi Layla, kitab /atilaf al-Amshar, al-
Rad ‘ala Malik bin Annas dan kitab al-Washaya.

2. Muhammad bin Hasan bin Fargad al-Syaibaniy (132-189 H/ 189-805 M). la
lahir di Wasit, tumbuh dewasa di Kiifah, kemudian tinggal di Baghdad. Ia
belajar pertama kali kepada Abu Hanifah kemudian berguru kepada Abu
Yusuf. la juga banyak bergaul dengan Imam Malik bin Annas. al-Syaibany
merupakan salah satu murid Imam Abu Hanifah yang banyak sekali menyusun
dan mengembangkan hasil karya Abu Hanifah, diantaranya yang terkenal
adalah “al-Kutiib al-Sittah”(enam Kitab, “kitab dhahir riwayah), yaitu:

1. Kitab al-Mabsiith
2. Kitab al-Ziyad

3. Kitab Jami’ al-Shaghir

4. Kitab Jami’ al-Kabir

5. Kitab Syairu al-Kabir

6. Kitab Syairu al-Shaghir. Keenam Kkitab tersebut diringkas menjadi satu

dengan membuang keterangan yang terulang-ulang oleh Imam Abu al-

98 Abdul Karim Zaidan, Op.Cit.,.hal. 134.
99 Hasbiyallah, Op.Cit., hal. 217.
100 Abdul Karim Zaidan, Op.Cit., hal.133.
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Fadhal Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Maruziy (W. 344 H)
dengan nama al-Kafi, kemudian disyarahi oleh Imam Syamsul Aimah
Muhammad bin Ahmad al-Syarkhasiy, yang diberi nama al-Mabsith 30

o5

Juz”.

3. Zufar ibn al-Hudzail bin Qais al-Anbari al-Kufiy (110-189 H/ 159-775 M). la

lahir di Isfahan dan wafat di Bashra. la adalah pengikut aliran ahl al-ra’yu. la
piawai dalam bidang qiyas, murid terbaik Abu Hanifah dalam bidang ini.!"!

4. Hasan ibn Ziyad al-Lu’lu’iy (133-204 H). Pertama la berguru kepada Abu

Hanifah kemudian kepada dua sahabatnya, yaitu: Abu Yusuf dan Muhammad.

la terkenal sebagai perawi hadis dan mampu merekontruksi pemikiran Abu

Hanifah dengan baik.!%?

Sesudah para ‘ulama tersebut, lahirlah di kemudian hari para ulama ahli
fikih angkatan baru yang melanjutkan perkembangan dan menyebarkan madzhab
Hanafi, diantaranya adalah: Abi al-Laits al-Samargandiy (W. 373), yang

mengarang kitab al-Nawazil'®.

Melalui karya-karya itulah, Abu Hanifah beserta madzhabnya berkembang
dan berpengaruh sangat luas dalam dunia Islam, sehingga pada masa
pemerintahan dipegang oleh Khalifah Bani Abbasiyyah, madzhab Abu Hanifah
menjadi sebuah aliran Madzhab yang paling banyak diikuti dan dianut oleh umat
Islam. Pada masa kerajaan “Utsmani” mazhab Hanafi bahkan menjadi salah satu
aliran mazhab resmi negara dan sampai sekarang mazhab Hanafi tetap menjadi

kelompok mayoritas disamping aliran madzhab al-Syafi’i.
. Karya-karya lImiah Imam Abu Hanifah

Karya-karya Ilmiah yang telah dihasikan oleh Imam Abu Hanifah sebagai
dasar pokok pengembangan madzhabnya dapat dilihat dari tiga karya besarnya,

sekalipun masih dalam bentuk sebuah majalah ringkas, yaitu:

101 Hasbiyallah, Op.Cit., hal. 217.
102|pid, hal. 217.
108 Abdul Karim Zaidan, Op.Cit., hal. 135.
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1. Kitab Fikh al-Akbar.
2. Kitab 41’Alim wa al-Mu’alim
3. Kitab Al-Musnad fi al-Figh al-Akbar.

Dalam menanggapi masalah ini, Ayeed Amir Ali menyatakan bahwa karya-
karya Abu Hanifah, baik yang berkaitan dengan fatwa-fatwa maupun ijtihad-
ijtihadnya saat itu (pada masa beliau masih hidup) belum dibukukan, tetapi baru
setelah wafat, murid-murid dan pengikutnya membukukan, sehingga menjadikan
madzhab ahl al-Ra’yu ini menjadi hidup dan berkembang dan dalam
perkembangan selanjutnya berdiri sebuah Madrasah yang kemudian dikenal
dengan sebutan “Madrasah Hanafi atau Madrasah Ahl al-Ra 'yi.'*

. Metode Istinbat Imam Abu Hanifah

Hudhari Bik dalam bukunya Tarikh al-Tasyri’ al-lslamiy menjelaskan
bahwa dasar-dasar istinbat Imam Abu Hanifah, sebagai berikut:

“Aku (Abu Hanifah) mengambil kitab Allah, bila tidak ditemukan di
dalamnya, aku ambil dari sunah Rasul, jika aku tidak menemukan pada
kitab dan sunahnya, aku ambil pendapat-pendapat sahabat.Aku ambil
perkataan yang aku kehendaki. Dan aku tidak keluar dari pendapat mereka
kepada pendapat orang lain selain mereka. Apabila telah sampai urusan itu
atau telah datang kepada Ibrahim, al-Syaibani, Ibnu Sirin, al-Hasan, Atha’,
Sa’id, dan Abu Hanifah menyebut beberapa orang lagi, mereka orang-orang

yang telah berijtihad.”1%

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa istinbat Imam Abu Hanifah

menggunakan sumber dan metode sebagai berikut:

a) Kitab Allah (al-Qur’an)

104 Di kutip oleh Muhammad Ma’shum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzhab, Studi Analisis
Istinbath Para Fugaha, (Jombang Jatim: Darul Hikmah, Cet. Ke-1, 2008), hal. 137-138.

105Hudhari Bik, Tarikh al-Tasyri’ al-Islamiy, Tarjamah Tarikh aL-Tasyri’ al-lslamiy,Terj,
Muhammad Zuhri, (Darul Tkhya’ Indonesia, 1980), hal. 410. Lihat Pula: Abdul Karim Zaidan, Op.Cit.., hal.
133.
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Al-Qur’an merupakan sumber fikih yang pertama dan paling utama. Al-
Qur’an adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw,
tertulis dalam bahasa arab, yang sampai kepada generasi sesudahnya secara
mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, tertulis dalam mushaf,

dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas.!%

Abu Hanifah sependapat dengan jumhur ulama yang berprinsip bahwa
al-Qur’an adalah sumber dari seluruh ketentuan syari’ah. Al-Qur’an
memaparkan berbagai ketentuan syari’ah, baik yang memerlukan penjelasan
lebih lanjut dari al-Sunah. Al-Qur’an disamping berperan sebagai sumber
hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses
kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang

dirumuskan oleh seorang mujtahid.!?

b) Sunah Rasulallah saw
Sumber penetapan hukum setelah al-Qur’an adalah sunnah, yakni segala
sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad selain al-Qur’an baik berupa
perkataan, perbuatan maupun ketetapannya berkenaan dengan hukum syara’.!%®
Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama ushul figh membagi
sunnah menjadi mutawatir dan ahad. Hanya saja, Imam Abu Hanifah
sebagaimana ulama Hanafiyyah lainnya, agak ketat menetapkan syarat-syarat
yang dipergunakan untuk menerima hadis ahad.Para imam mazhab telah
sepakat tentang keharusan mengamalkan hadis ahad dengan syarat berikut:
1) Perawi hadis sudah mencapai usia baligh (dewasa) dan berakal
2) Perawi harus muslim, karena bila tidak muslim tidak bisa dipercaya hadis
tersebut benar-benar dari Rasulallah
3) Perawi haruslah orang yang adil, yakni orang yang senantiasa bertagwa dan

menjaga dari perbuatan-perbuatan tercela

106 Rahmat Syafe’i, Ilmu Ushiil Figh, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1998), hal. 50.

107 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5,
1999), hal. 141-142.

108 Syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008), hal. 49.
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4) Perawi harus betul-betul dzabith terhadap yang diriwayatkannya dengan
mendengar langsung dari Rasulallah, memahami kandungannya, dan benar-
benar menghapalnya

Persyaratan di atas disepakati oleh para Imam Madzhab, namun Ulama

Hanafiyyah memberikan persyaratan-persyaratan tambahan lainnya, yaitu:

1) Perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya itu. Berdasarkan hal ini,
ulama Hanafiyyah tidak membasuh bejana yang dijilat anjing sebanyak

tujuh Kkali, seperti yang ditunjukan oleh hadis Abu Hurairah yang berbunyi:

agdily 1) 284 pU) ) gpha saliuy e 40 Lia Qg 0 106 G300 i G
QAN A ol el Yo i Al & (K

Artinya: Sucinya wadah salah satu di antara kamu jika dijilat anjing dengan
mencucinya tujuh kali dan salah satunya dengan tanah.

Mereka membasuhnya sebanyak tiga kali sebab Abu Hurairah (perawi)
sendiri membasuhnya tiga kali, sedangkan jumhur tetap membasuhnya
sebanyak tujuh kali.

2) Riwayat itu (kandungan hadis) bukan hal yang umum terjadi dan layak
diketahui oleh setiap orang, seperti menyentuh kemaluan, karena hal yang
demikian diketahui dan diriwayatkan oleh orang banyak. Dengan demikian,
hadis mengenai hal tersebut dipandang sadz (ganjil). Oleh sebab itu,
menurut ulama Hanafiyah menyentuh kemaluan (penis) tidak membatalkan
wudhu.

3) Riwayat hadis itu tidak menyalahi qiyas selama perawinya tidak Fakih. Di
antara para perawi yang tidak Fakih menurut mereka adalah Abu Hurairah,
Salman al-Farisi, dan Anas bin Malik. Oleh sebab itu, mereka menolak
hadis riwayat mereka (Abu Hurairah, Salman al-Farisi dan Anas bin Malik)
yang bertentangan dengan prinsip qiyas.!?®

Fatwa-fatwa Sahabat

Imam Abu Hanifah sangat menghargai pendapat para shahabat. Dia

menerima, mengambil, serta mengharuskan umat Islam mengikutinya. Jika ada

109 Rachmat Syafe’i, Op.Cit.,, hal. 62-63.
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pada suatu masalah beberapa pendapat sahabat, maka ia mengambil salah
satunya. Dan jika tidak ada pendapat-pendapat sahabat pada suatu masalah, ia
berijtihad dan tidak mengikuti pendapat tabi’in, karena mereka sederajat
dengan dirinya.!'® Menurut Abu Hanifah, ijma’ sahabat ialah: “Kesepakatan
para mujtahidin dari ummat Islam di suatu masa sesudah Nabi, atas suatu
urusan’.

Ta’rif itulah yang disepakati ulama ahl al-Ushil. Ulama Hanafiyyah
menetapkan bahwa ijma’ itu dijadikan hujjah. Mereka menerima ijma’ qauliy
dan ijma’ sukutiy. Mereka menetapkan bahwa tidak boleh ada hukum baru
terhadap suatu urusan yang telah disepakati oleh para ulama, karena membuat
hukum baru adalah menyalahi ijma’. Paling tidak, ada tiga alasan yang
dikemukakan oleh ulama Hanafiyyah dalam menerima ijma’ sebagai hujjah”,
yaitu:

1. Para shahabat berijtihad dalam menghadapi masalah yang timbul. Umar bin
Khattab dalam menghadapi suatu masalah, sering memanggil para sahabat
untuk diajak musyawarah dan bertukar pikiran. Apabila dalam musyawarah
tersebut diambil kesepakatan, Umar-pun melaksanakannya.

2. Para Imam selalu menyesuaikan pahamnya dengan paham yang telah
diambil para ulama-ulama di Negerinya, agar tidak dipandang ganjil, dan
tidak dipandang menyalahi umum. Dan Abu Hanifah tidak mau menyalahi
suatu yang telah difatwakan oleh ulama-ulama Kafah.

Dengan demikian, jelaslah bahwa ulama Hanafiyyah menetapkan bahwa
ijma’ merupakan salah satu hujjah dalam Agama, yang merupakan hujjah
qath’iyyah. Mereka tidak membedakan antara macam-macam ijma’.Oleh
karena itu, apapun bentuknya kesepakatan yang datangnya dari kesepakatan
para ulama atau masyarakat, itu berhak atas penetapan suatu hukum dan
sekaligus menjadi hujjah hukum.!!!

d) jma’

10 Hasbiyallah, Figh dan Ushil Figh “Metode Istinbath dan Istidlal”, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2013), hal. 7.
111 Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab, Op.Cit.,, hal. 93.
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Ijma’ adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada
suatu masa setelah wafatnya Nabi, atas suatu hukum syara’ dalam suatu kasus
tertentu.!1?

Ditinjau dari cara terjadinya dan martabatnya ijma’ ada dua macam:

1) jma’ Sharih, yaitu ijma’ dengan tegas, persetujuan dinyatakan baik dengan
ucapan maupun dengan perbuatan.

2) Ijma’ Sukuti, yaitu ijma’ yang dengan tegas persetujuan dinyatakan oleh
sebagian mujtahid, sedang sebagian lainnya diam, tidak jelas apakah mereka
menyetujui atau menentang. !

Ijma’ bentuk pertama (ijma’ sharih) merupakan hujjah menurut jumhur
ulama.Sedangkan ijma’ kedua (ijma’ sukuti) hanya ulama-ulama Hanafiyyah
yang menganggapnya sebagai hujjah, karena menurut mereka, diamnya
seorang mujtahid dianggap menyetujui apabila masalahnya telah dikemukakan
kepadanya dan telah diberi waktu untuk membahas serta diamnya bukan
karena takut.!4

e) Al-Qiyas

Definisi qiyas menurut ulama ushul figh ialah menerangkan hukum
sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur’an dan Hadis dengan cara
membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan
nash.!'> A. Djazuli mengemukakan qiyas ialah mempersamakan hukum yang
belum dinashkan dengan hukum yang telah ada nashnya, karena ada persamaan
illathukum. !

Imam Abu Hanifah menggunakan qiyas apabila dalam al-Qur’an dan
Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi
persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan qiyas dengan

cara menghubungkan persoalan-persoalan (furii’) tersebut kepada sesuatu yang

112 A Djazuli, Metodologi Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 49.

131bid, hal. 73.

41bid.

115 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh, terj. Saefullah Ma’shum, dkk.,Op.Cit., hal.336.

18A Djazuli, llmu Figh: Penggalian, perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta:
Kencana, 1987), hal. 77.
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telah ditetapkan hukumnya oleh nash (ashal), dengan melihat kesamaan illat,
maka hukum firiz 'sama dengan hukum ashal.!!”

Walaupun demikian, tidak berarti bahwa semua masalah yang baru
timbul dan tidak ada hukumnya dalam al-Qur’an dan sunnah serta ijma’, boleh
digiyaskan begitu saja, atas dalil kemaslahatan umum.Ada beberapa syarat dan
rukun yang harus dipenuhi tatkala hendak mengqiyaskan suatu permasalahan
kepada hukum lama. Rukun yang harus dipenuhi dalam qiyasyaitu: 1). asal,
yaitu sesuatu yang dinashkan hukumnya yang menjadi tempat mengqiyaskan,
dalam istilah ushul figh disebut al-ashl atau al-musyabbah bihi; 2) cabang (al-
far’u), yaitu sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya. Dalam istilah ushul figh
disebut al-far 'u al-magis atau al-musyabbah; 3) hukum asal, yaitu hukum yang
dinashkan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang; 4)
illat hukum, yaitu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atau yang
munasabah dengan ada dan tidak adanya hukum. Dan illat inilah yang akan
menjadi titik tolak serta pijakan dalam melaksanakan qiyas.'!'®
Al-lIstihsan

Istizsan yang diartikan sebagai “konstruksi yang menguntungkan”, atau
juga sering dikatakan sebagai pilihan hukum dijadikan hujjah (argumen) oleh
Fugaha madzhab Hanafi.Daripada menggunakan dan mengikuti qiyassecara
kaku, seorang Fugaha Hanafi lebih suka memilihjalan keluar yang lain, yaitu
meninggalkan qiyasyang tersembunyi atau halus (qiyas khafi), sebuah
divergensi qiyas yang jelas (jali) dan bersifat eksternal dengan model
pengambilan keputusan dari dalam diri yangterkondisi.

Menurut Hasan al-Kurkhi yang dikutip oleh Rahmat Syafe’i, istiisan
adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang
hukum yang lain, karena adanya sesuatu yang lebih kuat yang membutuhkan
keadilan.Sedangkan menurut Abu Zahrah yang dikutip oleh Rahmat Syafe’i,
bahwa Abu Hanifah banyak sekali menggunakan istizsan. Begitu pula dalam

keterangan yang ditulis dalam beberapa kitab Ushiil yang menyebutkan bahwa

17 Dede Rosyada, Op.Cit.,hal. 143.
118 Hashiyallah, Op.Cit, hal. 94.
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Hanafiyyah mengakui adanya istizsan. Bahkan, dalam beberapa kitab Fikihnya
banyak terdapat permasalahan yang menyangkut istissan.'"
g) Al-‘Urf

Urf (adat kebiasaan), dalam batas-batas tertentu diterima sebagai sumber
syari’ah oleh madzhab Hanafi. Menurut madzhab Hanafi, ‘urf dapat melampui
qiyas, namun tidak dapat melampui nash al-Qur’an dan sunnah. Ia melakukan
segala urusan atas qiyas. Apabila tidak baik dilakukan giyas, la melakukannya
atas istizsan selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan
istizsan, kembalilah la kepada ‘urf manusia.'?°

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik metode
istinbat, terlebih dulu Imam Abu Hanifah membagi ijtihad ke dalam dua
golongan, vyaitu ijtihad dengan nash (al-/jtihad bi al-Nushiis) dan ijtihad dengan
selain nash (al-Ijitihad bi Ghairi al-Nushiis). ljtihad dengan nash, pertama ia
melihat nash al-Qur’an, sebagai sumber tertinggi. Jika tidak ditemukan, maka ia
menengok ke sunah Nabi. Tentang sunah ini ia memilih beristidlal dengan qiyas
daripada hadis ahad. Jika tidak menemukan dalam sunah, maka mencari gaul
sahabat. Jika ternyata banyak qaul yang berbeda-beda maka ia memilih salah
satunya dengan meninggalkan yang lain. Jika pencarian qaul ini sudah sampai
generasi tabi’in, seperti Ibrahim al-Nakha’i, al-Sya’bi, Ibn Syirin, Hasan Atha’
dan Sa’id ibn Musyayyab, maka ia berijtihad sendiri sebagaimana mereka juga
berijtihad. Alasannya adalah mereka masih satu generasi.

Mengenai ijtihad dengan selain nash, pertama ia menggunakan qiyas setelah
tidak menemukan gaul sahabat tadi. Jika dengan qiyas justru bertentangan dengan
nash, ijma’ dan maslahat maka menggunakan istizsan. Tentang istidlal dengan
istizsan ini ia terkenal paling profesional dan sering menerapkannya dibanding
dengan para ulama lainnya pada masanya, terutama ulama Hijaz. Jika dengan
istizsan masih menemukan kebuntuan, maka ia menggunakan dalil ijma’.

Menurutnya ijma’ dapat terjadi setelah masa sahabat. Jika tidak menemukan dalil

119 Rahmat Syafe’i, Op.Cit, hal. 111-114.
120 Satria Effendi, M. Zein, Ushul Figh (Jakarta: Prenada Media Group, Cet. ke-2, 2005)., hal. 153.
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ijma’ maka ia menggunakan ‘urf shalih (shahih), yaitu yang tidak bertentangan
dengan nash dan magashid.

Banyaknya Imam Abu Hanifah dalam menerapkan dalil akal dalam
masalah-masalah  furia’iyvah  ini dapat dipahami  karena  sedikitnya
perbendaharaaan hadis-hadis tentang hukum. Secara geografis, Baghdad dan
Kifah, adalah dua kota yang jauh dari pusat tradisi Nabi, yaitu Madinah dan
sekitarnya.'?!

. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Persetujuan Wanita Zina dalam
Pernikahan
. Pendapat Imam Abu Hanifah

Dalam masalah persetujuan wanita zina dalam pernikahan, Imam Abu
Hainfah menganggap status wanita tersebut adalah masih perawan. Oleh karena
itu, apabila ia dilamar, persetujuannya adalah dengan diamnya. Dalam al-mabsit,

al-Sarkhasi berkata:
Y RS D) daa - ARy ol e g A ale Lgn sy ) &5 1) Ll
Artinya: Adapun apabila ia (wanita) berzina, cukup diamnya (sebagai persetujuan)

ketika menikah menurut Abu Hanifah- Rahimakumullah-.

Pendapat Imam Abu Hanifah ini didukung oleh kalangan Malikiyah,
diantaranya adalah pendapat al-Shawi al-Maliki yang berbunyi:

OB Al Glda 015 (U3 e 5365 3l U ool &l Galy Gy &
T i Alh 4da &y 3 4R

Artinya: atau wanita itu sudah besar, yakni baligh, dan keperawanannya hilang
karena zina, meskipun berulang kali, dari zina sehingga hilang rasa

malunya dari wajahnya, atau ia melahirkan, maka bagi wali boleh
memaksanya.

Dalam pendapat al-Shawi di atas dapat dipahami bahwa wanita yang pernah

berzina dalam hal perijinannya dianggap sebagaimana wanita yang masih

121 Abdul Mughits, Kritik Nalar Fikih Pesantren, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 74-75.
122p\|-Sarkhasi, al-mabsit, (Bairut: Daar al-Ma’rifat, 1993), juz 5, h. 7.
123A]-Shawi al-Maliki, Hasyiyah al-Shawi, (t.tp: Daar al-Maarif, t.th, juz 2), h. 354.
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perawan dikarenakan bagi wali boleh memaksanya, yang mana hal ini adalah

kebijakan wali bagi wanita yang masih perawan.

. Metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah

Secara geografis, Imam Abu Hanifah lahir di Kuafah (Irak) yang
penduduknya merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal kebudayaan
dan peradaban.Fugaha daerah ini sering dihadapkan pada berbagai persoalan
hidup serta problematika yang beragam. Untuk mengatasinya, mereka “terpaksa”
memakai ijtihad dan akal. Keadaan ini berbeda dengan Hijaz. Masyarakat daerah
ini masih dalam suasana kehidupan sederhana, seperti pada masa kehidupan Nabi.
Untuk mengatasinya, para Fugaha Hijaz cukup mengandalkan al-Qur’an, sunah
dan ijma’ para sahabat. Oleh karena itulah, mereka tidak merasa perlu untuk
berijtinad seperti Fugaha Irak. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah menghadapi
persoalan kemasyarakatan di Irak daerah yang sarat dengan budaya dan
peradaban, tetapi jauh dari pusat informasi hadis Nabi “terpaksa” atau “selalu”
menggunakan akal (rasionya).!**

Menurut Muhammad bin Ahmad al-Sarkhasi al-Hanafiy, Imam Abu

Hanifah dalam masalah perijinan wanita zina berpendapat bahwa:

L ¥ U i 58 Jad W) g 5l Goalin (5 - a5 00 Aan ) - s i Gl
08 diiad At g Epdl W - e S D g - daile b cplal) A
3 AN B3R 5 a U3l R O gh Bashia U slial) 4 5 (bl 145 Kl
A3 halh Hegl GUaITLY) B G MR B GL Ash ¥ 3N e & S
G i G fghe deada SLATLY) 13 pLALLY) LK A e el
He]fi °§’~

Artinya: akan tetapi Abu Hanifah ra berkata: “Pemilik syara menjadikan diamnya
perawan sebagai tanda kerelaannya bukan karena sifat keperawanannya,

melainkan karena ilat malu. Aisyah ketika mengabarkan bahwasanya ia
merasa malu, seketika itu Nabi saw bersabda: ‘Diamnya merupakan

124 Hasbiyallah, Op.Cit., hal. 77.
125Al1-Sarkhasi, Lok.Cit.
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kerelaannya’. Kemenangan malu dalam masalah ini terwujudkan.
Wanita, meskipun dicoba dengan zina sekali karena nafsu yang besar
atau dipaksa zina, tidak akan hilang rasa malunya bahkan bisa
bertambah. Karena di dalam permintaan jawaban ada kejelasan
keburukannya, yaitu bahwasanya dia malu.dan kemaluan itu terwujud
darinya, karena ia menutupi keburukan dalam dirinya.

Dari pemaparan di atas, sebenarnya hadis yang dijadikan dasar argumen
antara Imam Abu Hanifah dengan Imam al-Syafii tidak berbeda. Akan tetapi,
Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang masih perawan, diamnya
dianggap sebagai persetujuannya bukan karena ia masih perawan, melainkan
karena sifat pemalu yang biasa ada pada wanita yang masih perawan. Hal ini juga
terjadi pada wanita yang berzina. Wanita yang pernah berzina akan merasa lebih
malu karena perbuatan buruk yang pernah dilakukannya (zina) daripada wanita
yang masih perawan jikalau ia dimintai persetujuannya dalam urusan menikah.
Oleh karena itu, wanita yang pernah berzina tanda persetujuaannya adalah tetap
dengan diamnya.

. Biografi Imam Al-Syafi’i
. Kelahiran dan silsilah

Nama lengkap Imam al-Syafi’i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris
al-Syafi’i. Silsilah keturunan beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin
Usman bin Syafi’ bin Sa’ib bin Ubaid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdul Manaf

(putra Qusai).'?¢

Imam al-Syafi’i dilahirkan di Ghaza (sebuah kota yang terletak di
perbatasan wilayah Syam ke arah Mesir, tepatnya di sebelah Selatan Palestina.
Jaraknya dengan Kota ‘Asqalan sekitar dua Farsakh), beliau dilahirkan pada
Jum’at siang, akhir bulan Rajab tahun 150 H atau 767 M.!'?’

126 |mam al-Syafi’i, Al-Umm, (Bayrut: Darul Wafa’, Juz I, 2001), hal. 1.
127Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama
RI, 2012), hal. 207.
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Imam al-Syafi’i wafat dalam usia 54 tahun. Beliau dimakamkan dalam
lingkungan masjidnya di Qarafah Mesir. Beliau dimakamkan pada hari Jum’at,
sesudah shalat ashar tanggal 29 Rajab tahun 204 H.!28

. Pendidikan Imam al-Syafi’i

Imam al-Syafi’i lahir di Palestina karena ketika itu kedua orang tua Imam
al-Syafi’i berada di sana demi keperluan penting. Dalam perjalanan menuju
Palestina ayahnya meninggal dunia, sementara Imam al-Syafi’i masih dalam
kandungan ibunya.Ketika berumur 9 tahun Imam al-Syafi’i telah hafal al-Qur’an

30 Juz.Usia 19 tahun telah mengerti isi kitab Al-Muwatha’, karya Imam Malik.'?’

Imam al-Syafi’i belajar pada ulama-ulama Makkah, baik pada ulama-ulama
Fikih, maupun ulama-ulama Hadis, sehingga la terkenal dalam bidang Fikih dan
memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim ibn
Khalid al-Zanjiy, menganjurkan supaya Imam al-Syafi’i bertindak sebagai
mufti.Sungguh walaupun beliau telah memperoleh kedudukan yang tinggi, beliau

tetap terus mencari limu.'3°

Di antara hal-hal yang sangat serius mendapat perhatian Imam al-Syafi’i
adalah tentang metode pemahaman al-Qur’an dan al-sunnah atau metode istinbat
(Ushal Figh). Meskipun para Mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat
dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam
sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat

hukum Islam.!3! Dalam kondisi demikianlah Imam al-Syafi’i tampil dan berperan

128 |mam al-Syafi’i, Al-Umm, Terj, Ismail Ya’kub, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, Juz I, Cet Ke-ll,
2000), hal. 24.

129 Musyaraf, Ibtihadj, Biografi Tokoh Islam, (Jakarta: PT Suka Buku 2010), hal. 74.

130 Jaih Mubarak, Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim Dan Qaul Jadid, (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 28.

3'Dalam suasana pesatnya perkembangan berbagai macam ilmu pengetahuan, Ushiil Figh muncul
menjadi satu disiplin ilmu tersendiri.Bahkan terdapat dua aliran dalam penulisan Ushil Figh, yaitu aliran
jumhur (mayoritas) dan aliran Hanafiyah.Aliran jumhur merupakan aliran yang dianut oleh mayoritas
kalangan Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah. Contoh kitab Ushal Figh aliran jumhur antara lain: 1. Al-
Risalah, disusun oleh Imam al-Syafi’i (150-204 H). Buku ini merupakan buku pertama Ushal Figh, 2.Al-
Burhan fi al-Ushil Figh, disusun oleh Abu al-Ma’ali Abd al-Malik ibn Abdillah al-Juwainiy yang bergelar
Imam Haramain (419-478 H). Pada aliran Hanafiyyah terdapat kitab Ushal Figh, seperti: 1). Taqgwim al-
Dilalah, karya Imam Abu Zaid al-Dabusiy (w. 432H), ahli Ushil Figh dari kalangan Hanafiyyah. 2). Al-
Manar al-Anwar, oleh Abu al-Barakat Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad al-Nasafiy (w. 710. H). Lihat
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dalam menyusun sebuah buku Ushiill Figh. Kondisi ini juga turut didukung
dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadis bernama Abdurrahman bin
Mahdi (w. 198) di Baghdad agar Imam al-Syafi’i segera menyusun metodologi

istinbat.'*?

. Guru-guru Muhammad bin Idris al-Syafi’i

Imam al-Syafi’i menerima Figh dan Hadis dari banyak guru yang masing-
masing mempunyai manhaj sendiri dan tinggal di tempat yang berbeda satu sama
lainnya. la menerima ilmu dari ulama-ulama Makkah, ulama-ulama Madinah,

ulama-ulama Iraq, dan ulama-ulama Yaman.'3?

Ulama-ulama Makkah yang menjadi guru Imam al-Syafi’i adalah, sebagai
berikut: Muslim ibn Khalid al-Zinjiy, Sufyan ibn Uyainah, Sa’id ibn al-Kudah,
Daud ibn Abdurrahman, Al-Attar, dan Abdul Hamid ibn Abdul Aziz ibn Abi
Daud.'3*

Sedangkan Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya, yaitu: Malik ibn
Annas, Ibrahim ibn Sa’ad al-Anshariy, Abdul Aziz ibn Muhammad al-
Darawardiy, lbrahim ibn Yahya al-Asamiy, Muhammad Sa’id ibn Abi Fudaik,
dan Abdullah ibn Nafi’ al-Shani.!??

Ulama-ulama Iraq yang menjadi gurunya ialah: Waki’ ibn Jarrah, Abu
Usamah, Hammad ibn Usamah, Ismail ibn Ulaiyah, Abdul Wahab ibn Ulaiyah,
dan Muhammad ibn Hasan.'3¢

selengkapnya dalam buku Figh dan Ushiil Figh, Metode Istinbath dan Istidlal, karya Hasbiyallah, (Bandung:
PT Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2013), hal. 8.

132 Jaih Mubarak, Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim Dan Qaul Jadid, (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 29.

133Hashi al-Shiddiqy, Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra,
1997), hal. 496.

134 Ahmad al-Syurbasi, Al-‘dimatul Arba’ah, terj, Hamid, Husaini “Empat Mutiara Zaman”,
(Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hal. 149.

1351hid, hal. 135.

136 Hasbi al-Shiddiqy, Op.Cit., hal. 487.
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Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah: Muththarif ibn Mizan,
Hisyam ibn Yusuf, Hakim Shan’a (Ibu Kota Repoblik Yaman), Umar ibn Abi

Maslamah al-Auza’iy, dan Yahya Hasan.'?’
. Para Pendukung Madzhab al-Syafi’i dan Murid-muridnya

Perkembangan madzhab al-Syafi’i tidak terlepas dari tiga faktor yaitu:
murid, politik, dan faktor karya llmiah. Secara silsilah, pada masa Imam al-Syafi’i
merupakan masa subur para Fugaha, Muhaddis, Muarrikh dan para ulama
dibidang lainnya.Oleh karena itu Imam al-Syafi’i dikenal sebagai pengusung
madzhab moderat, yaitu mazhab yang menggabungkan antara ahli ra’yu (akal)
dan hadis (tekstual).

Penyebar Madzhab al-Syafi’i hingga menjadi mazhab yang besar dari

murid-murid Imam al-Syafi’i diantaranya adalah:

Abu Ali al-Hasan bin Muhammad al-Syabah al-Baghdadiy al-Za’faraniy (w. 260
H.), Husain bin ‘Ali al-Karabishiy (w. 240 H), Imam Ahmad bin Hambal (pendiri
Madzhab Hambali, w. 240), Abu Tsaur al-Kalabiy (w. 240 H), Ishaq bin Rahawaih
(w. 277 H.), dan al-Rabi’ bin Sulaiman al-Muradiy “yang ikut pindah beliau ke
Mesir (w. 270 H.).!3

Adapun penyebar mazhab al-Syafi’i di Mesir, diantaranya adalah: Abu
Ya’kub Yusuf bin Yahya al-Buwaithiy (w. 232 H), Abu Ibrahim Isma’il bin
Yahya al-Muzaniy (w. 264 H), Al-Rabi’ bin Sulaiman al-Jiziy (w. 256 H),
Harmalah bin Yahya al-Tujibiy (w. 243 H), Yusuf bin Abdul A’la (w. 264 H),
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam (w. 268 H), “yang keluar dari
madzhab al-Syafi’i ke madzhab Malikiy sebagai madzhab ayahnya Abu Bakar al-
Humaidiy (w. 128 H), Abdul Aziz Umar (w. 234 H), Abu Utsman Muhammad
bin al-Syafi’iy (putra al-Syafi’i, w. 232 H.), dan Abu Hanifah al-Asnawiy,
keturunan kaum Qibthi, Mesir (w. 271 H.).

137 Ahmad al-Syurbasi, Lok.Cit.
138 Muhammad Ma’shum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzhab “Studi Analisis Instibath Para
Fugaha”, (Jombang: Darul Hikmah, Cet. Ke-1, 2008) , hal. 175.
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Secara garis besar, dalam menguasai Figh ala mazhab Madinah, Imam al-
Syafi’i belajar langsung kepada Imam Malik, sedangkan dalam menguasai Fikih
mazhab Irag, beliau berguru kepada Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibaniy yang
merupakan penerus Fikih Hanafiy. Di samping itu, Imam al-Syafi’i mempelajari
Fikih al-‘Auza’i dari Umar ibn Abi Salamah dan mempelajari Fikih al-Laits
kepada Yahya ibn Hasan.

. Karya-karya lImiah Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’i

Kitab-kitab Imam al-Syafi’i baik yang ditulis langsung oleh beliau,
didektikan oleh beliau kepada murid-muridnya, maupun Kkitab-kitab yang
dinisbatkan kepadanya jumlahnya tidak kurang 113 buah kitab, baik yang
membahas tentang Tafsir, Fikih, Adab maupun lainnya, diantaranya:

1) Kitab "Al-Risalah . Kitab ini disusun oleh beliau secara sistematis, dimana di
dalamnya membahas tentang beberapa ketentuan yang ada di dalam dua nash,
baik itu dalam al-Qur’an al-Hadis, masalah-masalah yang berkaitan dengan
adanya nasikh-mansitkh, masalah jarh wa al-ta’dil dalam al-Hadis, syarat-
syarat penerimaan perawi tunggal, serta masalah-masalah yang berkaitan
dengan ijma’, ijtihad, istizsan dan giyas.'>

2) Kitab “4/-Umm”. Kitab ini disusun oleh beliau secara sistematis dengan
penyajian materi didalamnya secara argumentatif. Hal ini sebagaimana
diungkapkan oleh muridnya bernama al-Rabi’ bin Sulaiman al-Muradiy.
Pembahasan dalam kitab ini, terdiri dari masalah-masalah yang berkaitan
dengan ibadah, muamalah, masalah pidana dan munakahat.!*® Sedangkan
dalam jilid ke-7 memuat berbagai macam persoalan, seperti:

a. Adanya perbedaan pandangan Imam al-Syafi’i dan Imam Malik.
b. Masalah pokok dalam wujud penolakan atau bantahan Imam al-Syafi’i

terhadap pandangan sementara ulama, seperti:

139Abdul Karim Zaidan, Al-Madkhal Li al-Dirasah al-Syari’ah al-Islamiyah, (Beirut Lebanon: Al-
Resalah, Cet. Ke-14, 1996), hal. 142.
1401hid.



53

1. Penolakan terhadap orang-orang yang tidak mau menerima hadis secara
keseluruhan.
2. Penolakan terhadap orang-orang yang menolak khabar atau hadis tertentu

dan masalah pembatalan akan penggunaan dalil Isti/san.

Bahkan dalam kitab ini dijelaskan tentang adanya bantahan Muhammad bin
Hasan al-Syaibaniy terhadap aliran Madinah dalam bentuk perselisihan

pandangan antara Imam Abu Hanifah dengan Abi Laits.

Semua pembahasan di atas disajikan oleh beliau secara sistematis dan
argumentatif, dimana setiap hukum furu’ yang dikemukakannya, tidak bisa
terlepas dari penerapan ilmu Ushil Figh-Nya.Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa kitab al-Umm ini, merupakan hasil penggabungan dari beberapa kitab

dalam berbagai pandangan para imam mujtahidnya.!*!
. Metode Istinbat Hukum Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’i.

Pada masa Imam al-Syafi’i hidup, sudah banyak ahli figh, baik sebagai
murid Imam Abu Hanifah atau Imam Malik sendiri, yang masih hidup. Akumulasi
berbagai pandangan fikih di Madinah, Irak, Syam, dan Mesir menjadikan Imam

al-Syafi’i memiliki wawasan yang luas tentang berbagai aliran pemikiran figh.!42

Metode istinbatr hukum Imam al-Syafi’i secara garis besar dapat dilihat

dalam kitab al-Umm terdapat dalam kutipan berikut:

“Ilmu itu bertingkat secara berurutan, pertama-tama adalah al-Qur’an dan
al-Sunnah; ketiga sahabat Nabi (fatwa sahabat) dan kami tidak tahu dalam
fatwa tersebut tidak ada 7htilaf” di antara mereka, keempat, Zhtilaf sahabat
Nabi, kelima, qiyas yang tidak digiyaskan selain kepada al-Qur’an dan al-
Sunnah karena hal itu telah ada dalam sumber, sesungguhnya mengambil

hal yang teratas....”

141 Muhammad Ma’shum Zein, Op.Cit., hal. 172-174.
142 Hasbiyallah, Op.Cit., hal. 78.
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Selanjutnya metode istidlal Imam al-Syafi’i, semuanya terangkum dalam
kitab al-Risalah sekaligus merupakan metodologis pertama ushul figh-nya. Untuk
lebih  memperjelas metode istinbat hukum Imam al-Syafi’i, penulis

menguraikannya sebagai berikut:

a. Al-Qur’an
Sebagaimana imam-imam lainnya, Imam al-Syafi’i menempatkan al-
Qur’an pada urutan pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang

dapat menolak keontetikan al-Qur’an.

Dalam pemahaman Imam al-Syafi’i atas al-Qur’an, beliau
memperkenalkan konsep al-bayan. Melalui konsep al-bayan, beliau
mengklasifikasikan dilalah nash atas ‘amm dan khas. Sehingga ada dilalah
‘amm dengan maksud ‘amm, ada pula dilalah ‘amm dengan dua maksud ‘amm
dan khas, dan ada pula dilalah ‘amm dengan maksud khas. Klasifikasi ini
adalah dilalah tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya atau dengan

istilah lain dilalah tersebut menunjuk pada makna implisit bukan eksplisit.!*’

b. Al-Sunnah
Menurut Imam al-Syafi’i al-sunnah merupakan sumber hukum yang
kedua setelah al-Qur’an.Sunnah berfungsi sebagai pelengkap dalam

menginterpretasikan al-Qur’an yang mujmal, mutlag, dan ‘amm.'**

Imam al-Syafi’i menempatkan posisi Sunnah sejajar dengan al-Qur’an,
hal ini karena perannya yang amat penting dalam konteks bayan (menjelaskan)
dan penetapan hukum tersebut.Imam al-Syafi’i berbeda dengan Abu Hanifah
dan Malik dalam pemakaian hadits ahad.Abu Hanifah secara mutlak
meninggalkannya, Malik lebih mengutamakan tradisi masyarakat Madinah,
sementara Imam al-Syafi’i secara mutlak menggunakannya selama memenuhi

kriteria tertentu.

c. Al-ljma’

143 Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al-Risalah,(Mesir: Maktabah al-Halabi, 1940), hal. 21-23
441bid, hal.190
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[jma’ menurut Imam al-Syafi’i ialah “tidak diketahui ada perselisihan
ulama pada hukum yang dimaksudkan. ”Beliau berpendapat, bahwa meyakini
telah terjadi persesuaian paham semua ulama, yang dari jumlah banyak ulama

tersebut tidak mungkin terjadi kekeliruan.

Imam al-Syafi’i membagi ijma’menjadi dua yaitu ijma’ sarih dan ijma’
sukuti. Namun menurut beliau yang dapat dijadikan hujjah adalah ijma’ sarih.
Hal ini menurutnya, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash, dan
berasal dari sesuatu yang tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan.
Imam al-Syafi’i menolak ijma’ sukuti karena tidak merupakan kesepakatan
semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya belum tentu

mengindikasikan persetujuan.'4’

d. Qaul Sahabat
Imam al-Syafi’i menggunakan dan mengutamakan perkataan-perkataan
sahabat atas kajian akal mujtahid, karena menurutnya pendapat mereka lebih
baik dari mujtahid. Beliau beragumentasi bahwa para sahabat itu lebih pintar,
lebih taqwa, dan lebih wara’. Oleh sebab itu, mereka lebih berkompeten untuk

melakukan ijtihad daripada ulama sesudahnya.

e. Al-Qiyas
Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali
mengkaji qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam
al-Syafi’i.'*¢ Imam al-Syafi’i menempatkan qiyas setelah al-Qur’an, Hadis,
[jma’ dan fatwa sahabat. Beliau menggunakan qiyas dan menolak istizsan,
karena menurutnya barang siapa menggunakan istizsan sama halnya membuat
syari’at dengan hawa nafsu. Syarat-syarat qiyas yang dapat diamalkan menurut

Imam al-Syafi’i adalah:

1) Orang yang mengambil giyas harus mengetahui bahasa arab.

145 www.googleweblight.com/metode-pemikiran-imam-syafii, dikutip pada tanggal 09 Mei 2018,
pukul 01.00 wib.

146 Abu Zahrah , al-Syafi’i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara’uhu wa Fighuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418
H/1997, hal. 298 dikutip dari www.googleweblight.com, dikutip pada tanggal 20-07-2016, pukul 16.00 wib.
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2) Mengetahui hukum al-Qur’an, faraid, uslib, nasikh mansiikh, ‘amm khas,
dan petunjuk dilalah nash.
3) Mengetahui sunnah, perkataan sahabat, ijma’ dan ikhtilaf dikalangan
ulama.
4) Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu
membedakan masalah yang mirip hukumnya.'#’
f. Al-Istishab
Ditinjau dari segi bahasa istishab berarti persahabatan dan kelanggengan
persahabatan.Imam  al-Syaukani dalam  kitabnya Irsyad  al-Fukhil
mengemukakan definisi bahwa istishab adalah “dalil yang memandang

tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya.”!48

.Pendapat Imam al-Syafi’i Tentang Persetujuan Wanita Zina dalam
Pernikahan.
. Pendapat Imam al-Syafi’i

Imam al-Syafi’i berpendapat wanita yang sudah pernah bersetubuh, baik itu
dengan jalan berzina maupun dengan pernikahan yang sah kemudian cerai, wanita
tersebut sudah dianggap sudah janda.Oleh karena itu, wali tidak boleh
menikahkannya tanpa persetujuan darinya. Adapun persetujuan dari wanita

tersebut adalah dengan perkataannya secara tegas.
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Artinya: Ketika wanita sudah dijimak dengan nikah yang sah maupun rusak, atau
zina, baik masih kecil maupun sudah baligh atau selain baligh, maka ia
sudah menjadi janda yang bagi bapak tidak berhak menikahkan tanpa
seizinnya.

Pendapat Imam Syafii ini didukung oleh kalangan Hanabilah diantaranya

oleh al-Bahuti al-Hambali melalui perkataannya:

147 Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al-Risalah, Op.Cit.,hal. 510-511

148Djkutip oleh Muhammad Abu Zahrah, Ushiil Figh, terj. Saefullah Ma’shum, dkk. (Jakarta: Pustaka
Firdaus, Cet. Ke-12, 2008),hal. 450-451

149Al-Syafii, al-Umm, (Bairut: Daar al-Ma’rifah, 1990), juz 5, h. 19.
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Artinya: dan ijinnya janda sebab sudah disetubuhi di dalam kubulnya, meskipun
dengan zina, atau bersamaan dengan kembalinya keperawanan setelah
disetubuhi, adalah dengan perkataannya.

. Metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam al-Syafi’i.

Dalam permasalahan persetujuan wanita zina dalam penikahan, Imam al-

Syafi’i berpegangan pada hadis:
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Artinya: telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said, telah menceritakan
kepada kami Sufyan, dari Zaid bin Saad, dari Abullah bin al-Fadhl, Nafi bin
Jubair mendengar kabar dari Ibn Abbas, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:
“Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Perawan dimintai persetujuan,
dan persetujuannya adalah diamnya”.

150g]-Bahuti al-Hambali, Syarah Muntaha al-Iradat, t.tp: Alam al-Kutub, 1993, juz 2, h. 636.
151Muslim, Sahih Muslim, Bairut: Daar al-lhya al-Turats al-Syalabi, t.th, juz 2, h. 1037.



BAB IV
ANALISIS PERBANDINNGAN PENDAPATIMAM AL-SYAFI’I DAN
IMAM ABU HANIFAH TENTANG PERSETUJUAN DALAM
PERNIKAHAN BAGI WANITA YANG PERNAH BERZINA SERTA
RELEVANSI PENDAPAT KEDUA IMAM TERHADAP HUKUM ISLAM
DI INDONESIA

A. Analisis Perbandingan Pendapat

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan tentang pentingnya peran wali
dalam suatu pernikahan. Akan tetapi, meski kehadiran wali menjadi penting
dalam sebuah pernikahan, namun wali juga tidak bisa memaksa wanita yang
sedang dalam perwaliannya untuk menikahi laki-laki pilihan wali. Persetujuan
wanita tetap diperlukan dalam pengambilan keputusan pernikahan.Nabi Saw
melarang pernikahan yang wali tidak meminta ijin terlebih dahulu.

s 513 (3R o G5 685 il AN S e il il g Ul
S o A NE ()AL U Qg (G daah ulall o W 160 gy o G
G O, @GR (o o 3ae (B i ol il 0B i o (i1 L aRal)
Gl e 0 ) Gl i 106 e o e A A 255 e
1B (g i & by adle i Y G 63al (U 508 L &) 2 (sl
&) 38 3055 o Ggil) 5 G B (S g el i el | A Y
\o\‘:":; ‘n :.); fé’"i’ ’0“

Artinya: telah mengabarkan kepada kami Abu Thahir al-Fagih, Abu Abdillah
al-Khafidz, Abu Zakaria bin Abi Ishak, Abu Said bin Abi Amr,

mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Abbas
Muhammad bin Ya’qub, telah menceritakan kepada kami
Muhammad bin Abdullah bin Abd al-Hakim, telah menceritakan

kepada kami Ibn Abi Fudaik, dari Ibn Abi Dzi’b, dari Umar bin

Husain, dari Nafi’ bahwasanya Ibn Umar menikahkan anak

perempuan pamannya kepada Ustman bin Madzin, Nafi’ berkata:
kemudian ibunya pergi menemui Nabi Muhammad Saw, ibunya

152p\|-Baihagi, al-Sunan al-Kubra, (Bairut: Daar al-Kutb al-1imiah, 2003), juz 4, h. 195.
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berkata: “Anakku terpakasa nelakukan demikian”. Nabi Saw
kemudian menyuruhnya memisahkan putrinya dan bersabda:
”Janganlah kalian semua menikahkan anak yatim sehingga kalian
meminta persetujuannya. Apabila ia diam, maka diam itu merupakan

jjinnya”. Maka nabi menikahkan wanita itu setelahnya dengan
Abdillan al-Mughirah bin Syu’bah.

Dari hadis di atas, dapat dipahami bahwa Nabi Saw melarang
menikahkan wanita tanpa dimintai persetujuan terlebih dahulu. Bahkan, dalam
hadis tersebut Nabi Saw memerintahkan agar memisahkan wanita yang sudah

dinikahkan namun tanpa melalui persetujuannya.

Persetujuan wanita sangat penting, terlebih di jaman modern ini,
karena bagaimanapun dia sendirilah yang akan melaksanakan pernikahan.
Dalam tradisi hukum Islam persetujuan wanita dibedakan menjadi dua, wanita
yang masih perawan dan janda. Apabila wanita tersebut masih perawan, maka
persetujuannya adalah dengan diamnya. Sedangkan bila wanita tersebut sudah
menjadi janda, maka persetujuannya adalah dengan mengatakannya secara

langsung. Nabi Saw bersabda:
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Artinya: telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said, telah
menceritakan kepada kami Sufyan, dari Ziad bin Said, dari Abdullah
bin al-Fadhl, Nafi’bin Jubair telah mendengar, ia mengabarkan dari
Ibn Abbas, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Janda lebih
berhak atas dirinya dari pada walinya. Perawan dimintai
konsultasi.ljinnya adalah diamnya.

Berdasarkan hadis tersebut, baik gadis maupun janda sebenarnya
sama-sama dimintai persetujuaannya terlebih dahulu oleh wali. Jumhur ulama
juga sepakat bahwa persetujuan seorang gadis adalah dengan diamnya,

sedangkan janda tidak. Perbedaan pendapat baru terjadi terhadap wanita yang

158Muslim, Shahih Muslim, (Bairut: Daar al-Turats al-Arabi, t.th), juz 2, h. 1037.
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pernah berzina, apakah persetujuannya adalah dengan diamnya mengingat ia
belum pernah melakukan akad nikah dan mengarungi kehidupan rumah
tangga, ataukah persetujuan wanita zina tadi adalah dengan mendengar
jawabannya secara langsung mengingat ia pernah melakukan hubungan
seksual yang itu merupakan salah satu tujuan akad pernikahan itu sendiri.

Menurut al-Syafi’i dalam magnum opusnya, kitab al-Umm,
berpendapat bahwa wanita yang sudah pernah dijimak, baik dengan nikah
yang sah maupun nikah yang rusak, atau pernah berzina, baik masih kecil atau
sudah balig, maka wanita tersebut sudah termasuk dalam kategori tsayyiban
(janda). Tidak boleh bagi ayah menikahkan wanita tersebut kecuali dengan

ijinnya. Imam al-Syafi’i berkata:
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Artinya: Ketika wanita sudah dijimak dengan nikah yang sah maupun rusak,
atau zina, baik masih kecil maupun sudah baligh atau selain baligh,

maka ia sudah menjadi janda yang bagi bapak tidak berhak
menikahkan tanpa seizinnya.

Berdasarkan  pernyataan Imam al-Syafi’i di atas, beliau
mengkategorikan wanita yang sudah dijimak ke dalam kategori janda.

Argumentasi Imam al-Syafi’i ini berdasarkan hadis:
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Artinya: telah mengabarkan kepadaku Malik, dari Abdullah bin al-Fadhl, dari

Nafik bin Jubair bin Muktim, dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya
Rasulullah Saw bersabda: “Janda lebih berhak atas dirinya daripada

154 Al-Syafii, al-Umm, (Bairut: Daar al-Ma’rifah, 1990, juz 5), h. 19.

185Al-Syafi’i, al-Musnad, (Bairut: Daar al-Kitab al-limiah, 1440 H), juz 1,him. 172. Lihat juga
dalam Malik bin Anas, Muwatha’al-lmam Malik, (Bairut: Daar lhya al-Turats al-Arabi, 1985), juz 2,
him. 524. Lihat juga Musli, Shahih Muslim, Lok. Cit.
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walinya. Perawan dimintai ijin atas dirinya, dan ijinnya adalah
diamnya”.

Hadis tersebut dikomentari oleh Imam al-Syafi’i sebagai berikut:
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Artinya: Imam al-Syafi’i berkata bahwa di dalam hadis ini menunjukan
perbedaan antara perawan dan janda dalam dua perkara. Pertama,
mengenai ijin keduanya, yaitu ijin perawan adalah diam. Apabila ijin
perawan adalah diam, maka ijin perempuan yang berlawanan dengan
perawan (janda) adalah berbicara, karena berbicara adalah lawan
diam. Kedua, mengenai perwalian diri keduanya atas diri keduanya
sendiri adalah berbeda. Perwalian janda adalah bahwasanya ia lebih
berhak perwaliannya daripada wali dan wali yang dimaksud di sini
adalah ayah- wallahu a’lam- bukan wali lainnya.

Menurut Imam al-Syafi’i, berdasarkan hadis tersebut menunjukan
perbedaan yang sangat kontras antara janda dan perawan. Perbedaan tersebut
mengenai dua hal: pertama, perbedaan antara perawan dan janda terletak pada
ijinnya. ljin perawan adalah diam. Ketika ijin perawan adalah dengan
diamnya, maka ijin wanita yang berlawanan dengan perawan (janda) adalah
dengan berbicara, karena lawan diam adalah berbicara. Kedua, perwalian
keduanya berbeda. Janda lebih kuasa atas dirinya sendiri daripada walinya,
yakni ayah, sedangkan perawan adalah sebaliknya, yakni wali lebih berkuasa

atas dirinya daripada dirinya sendiri.

Dari sini dapat dipahami bahwa Imam al-Syafi’i membedakan antara
janda dan perawan.lmam al-Syafi’i menganggap bahwa perawan dan janda
adalah berlawanan. Setiap perawan adalah bukan janda dan setiap janda
adalah bukan perawan karena redaksi hadis yang menyatakan kata perawan

dan janda secara bersamaan.Oleh karena itu, konsekuensi dari keduanya

156 Al-Syafi’i, al-Umm, Op.Cit, him. 179.
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berbeda.Adapun sejauh penelusuran penulis, penulis tidak menemukan secara
langsung pengertian al-bikr dan al-tsayib dalam kitab al-Ummnya Imam al-
Syafi’i. Namun, penulis menemukannya dalam kitab karya ulama Syafi’iyah

lainnya, yaitu:
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Artinya: perempuan digolongkan atas dua macam: janda dan perawan. Janda
adalah wanita yang hilang keperawanannya karena wathi halal atau
haram.Perawan adalah sebaliknya.

Dari definisi Muhammad bin Qasim di atas, nampak jelas perbedaan
antara kriteria janda dan perawan. Janda adalah orang yang hilang
keperawanannya karena sudah pernah jimak, baik jimak yang halal (menikah
secara sah) maupun jimak yang haram. Zina merupakan jimak yang
diharamkan oleh syariat. Dari sini dapat diketahui bahwa wanita yang pernah

berzina dianggap sudah menjadi janda, menurut kalangan Syafi’iyah.

Adapun alasan ulama Syafi’iyah menggolongkan wanita yang pernah

berzina ke golongan janda adalah sebagai berikut:
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Artinya: jika keperawanan perempuan hilang sebab zina, maka statusnya
adalah sebagaimana ketika keperawanan itu hilang sebab jimak
dalam pernikahan. Oleh sebab itu, hukum wanita yang berzina tadi
adalah (sama seperti) hukum janda dalam hal perijinan nikah.... Dalil
kami adalah bahwasanya perempuan tersebut merupakan perempuan
yang merdeka dan selamat yang hilang keperawanannya sebab
jimak, statusnya seperti halnya perempuan yang hilang
keperawanannya sebab nikah.

157Muhammad bin Qasim, Fath al-Qarib al-Mujib, (Semarang: Thah Putra, 2002), him. 44-45.
138 Al-Nawawi, al-Majmuk Syarh al-Muhazab, (Bairut: Daar al-Fikr, t.th), juz 16, him. 170.
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Alasan ulama Syafi’iyah menggolongkan wanita pezina ke
golongan janda adalah karena wanita pezina adalah wanita yang merdeka dan
selamat (dari tidak melakukan hal-hal keji seperti zina), akan tetapi mereka
kehilangan keperawanannya karena jimak (bukan karena sebab yang lain
semisal selaput dara robek karena jatuh dari kuda, dan lain-lain). Oleh sebab
itulah, wanita pezina digolongkan kedalam golongan janda. Adapun statusnya
dalam perijinan nikah adalah sebagaimana janda, yaitu persetujuannya harus

melalui ucapannya secara langsung, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Adapun pendapat Imam Abu Hanifah berbeda dengan pendapat
Imam Syafi’i. Menurut Imam Abu Hanifah ijin wanita pezina cukup dengan
diamnya sebagaimana ijin wanita yang masih perawan. Hal ini sebagaimana

yang dijelaskan dalam kitab al-mabsiit sebagai berikut:
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Artinya: Adapun apabila ia (wanita) berzina, cukup diamnya (sebagai
persetujuan)  ketika ~ menikah  menurut  Abu  Hanifah-
Rahimakumullah-.

Perlu ditegaskan lagi oleh penulis di sini bahwa meskipun Imam
Abu Hanifah tidak memiliki kitab dalam pembukuan fatwanya, akan tetapi
pendapat di atas benar-benar merupakan pendapat Imam Abu Hanifah yang
asli. Penulis berkesimpulan demikian karena dalam beberapa kitab dari
golongan Hanafiyyah memang menyatakan bahwa pendapat tersebut
merupakan pendapat Imam Abu Hanifah.Di antara beberapa kitab tersebut
misalnya adalah kitab Bada’i al-Shanai karya Imam al-Kasani. Al-Kasani
menyatakan bahwa apabila wanita kehilangan keperawanannya karena zina
maka wanita itu dinikahkan sebagaimana pernikahannya perawan dalam
pendapat Imam Abu Hanifah.
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159Al-Sarkhasi, al-mabsiit, (Bairut: Daar al-Ma’rifat, 1993), juz 5, hlm. 7.
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Artinya: adapun ketika ia (wanita) kehilangan keperawanannya sebab zina,
maka ia dinikahkan sebagaimana dinikahkannya perawan, dalam
pendapatnya Abu Hanifah.

Kitab lain yang juga menjelaskan pendapat Abu Hanifah bahwa
wanita pezina masih dihukumi sebagaimana perawan adalah kitab al-Hidayah

fi Syarh Bidayah al-Mubtadi. Dalam kitab al-Hidayah disebutkan:
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Artinya: apabila wanita hilang keperawanannya sebab salto, atau karena kain
pembalut haidh, atau karena terluka, atau karena menjadi perawan
tua, maka ia berada dalam hukum perawan. Hal ini disebabkan ia
masih perawan secara hakikat, karena keadaan yang benar adalah
keadaan yang awal yaitu karena ia masih perawan dan juga karena ia
masih merasa malu karena belum praktik. Apabila ia kehilangan
keperawanan karena zina maka ia masih dihukumi seperti itu (masih
perawan) menurut pendapat Abu Hanifah.

Dari ketiga kitab mazhab Hanafi di atas penulis berkesimpulan
bahwa meskipun Imam Abu Hanifah tidak memiliki kitab, akan tetapi penulis
tetap meyakini bahwa pendapat Imam Abu Hanifah dalam masalah ini adalah
wanita yang kehilangan keperawanannya karena zina dihukumi sebagaimana
wanita yang masih perawan, sebagaimana yang dikutip dalam tiga kitab di
atas.

Adapun alasan yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah

sebagai berikut:
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160Al-Kasani, Bada’i al-Shanai, (Bairut: Daar al-Kitab al-1imiah, 1986), juz 2, him. 244.
161Ali bin Abu Bakar al-Hanafy, al-Hidayah fi Syarh Bidayah al-Mubtadi, (Bairut: Daar
Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), juz 1, him. 192.
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Artinya: akan tetapi Imam Abu Hanifah-semoga Allah senantiasa memberikan
rahmat kepadanya- Dberkata: “Pemilik syariat bahwasanya
menjadikan diamnya wanita sebagai (tanda) kerelaannya (untuk
dinikah) adalah bukan karena (alasan) keperawanannya, melainkan
karena alasan kemaluannya (sifat malu yang melekat kepada wanita).
Karena sesungguhnya Aisyah-semoga Allah senantiasa memberikan
ridho kepadanya- ketika mengabarkan bahwasanya dia merasa malu,
maka seketika itu juga pemilik syariat bersabda: “Diamnya Aisyah
merupakan (tanda bagi) kerelaannya (untuk dinikah)”. Sifat malu di
sini nampak wujud. Oleh karena itu, sesungguhnya ketika ia (wanita)
walaupun dicoba dengan zina sekali karena kelalaian besar nafsunya
atau ia (wanita) dipaksa berzina, maka sifat kemaluannya tidak
hilang, melainkan justru malah bertambah. (Oleh sebab itu ijinnya
adalah dengan diamnya) karena di dalam olehnya mengucapkan
(ijinnya) menunjukkan keburukannya (karena ia berzina), (justru
yang terjadi adalah) dia merasa lebih malu karena perbuatan zina itu
(daripada malunya perawan). Rasa malu ini justru merupakan
tindakan terpuji darinya, karena ia menutupi sesuatu (aib zina) yang
ada pada dirinya.

Dari pernyataan yang dikutip oleh al-Kasani di atas dapat
disimpulkan bahwa alasan Imam Abu Hanifah menyatakan bahawa ijin dari
wanita zina adalah dengan diamnya- sebagaimana ijinnya perawan, bukan
janda sebagaimana pendapat Imam Syafi’i- adalah bahwasanya Imam Hanafi
memahami maksud dari pemilik syariat (Nabi Muhammad Saw) menetapkan
ijin bagi perawan yaitu dengan diamnya bukan karena sifat perawan yang
melekat kepadanya. Akan tetapi, Nabi Saw menetapkan ijin perawan adalah
dengan diamnya karena sifat malu yang melekat kepada wanita. Hal ini dapat
dibuktikan ketika Aisyah mengatakan bahwa ia merasa malu untuk menerima
lamaran lantas Nabi Muhammad Saw menetapkan ijinnya untuk menerima
lamaran adalah dengan diamnya. Secara lengkap hadis yang digunakan oleh
Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

162A]-Sarkhasi, al-mabsit, Lok.Cit.
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Artinya: telah menceritakan kepada kami Amr bin al-Rabi’ bin Thariq, ia
berkata: telah mengabarkan kepada kami al-Laits, dari lbn Abi
Mulaikah, dari Abi Amr yang menjadi budak merdekanya Aisyah,
dari Aisyah bahwasanya ia berkata: “Wahai Rasulullah,
sesungguhnya perawan merasa malu”. Rasulullah bersabda:
“Kerelaannya adalah diamnya”.

Hadis di atas diriwayatkan juga oleh Imam al-Bukhari sehingga
dapat dijadikan hujjah. Berdasarkan hadis di atas, Imam Abu Hanifah
berpendapat bahwa dasar yang dijadikan Nabi Saw mengenai ijin wanita
perawan dengan diamnya adalah karena ia memiliki sifat malu. Sifat malu
inilah sebenarnya yang melatar belakangi penetapan Nabi Muhammad Saw
bahwa ijin wanita perawan adalah dengan diamnya, bukan karena ia masih
perawan sebagaimana yang dijadikan pegangan oleh mazhab Syafi’i. Sifat
malu ini tidak akan hilang pada diri wanita melainkan justru bertambah sifat
malunya ketika ia melakukan zina. Baik ia berzina karena memang sedang
diuiji karena besarnya nafsu yang ia miliki, ataupun karena ia terpaksa
berzina. Oleh karena sifat malu itu yang menjadikan sebab ijinnya adalah
dengan diamnya, maka ketika ia berzina ijinnya masih tetap dengan diamnya
karena ia justru bertambah malu karena sudah melakukan perbuatan keji
(zina). Perbuatan menutupi keburukan, dengan diamnya si wanita karena telah
berbuat zina, justru merupakan tindakan yang terpuji karena telah menutupi

keburukan.

Adapun penulis tidak menemukan komentar Imam Syafi’i di kitab
beliau, al-Umm. Tetapi, penulis menemukan hadis tersebut dikomentari oleh
kalangan Syafi’iyah dan hadis itu disikapi hanya mengenai wanita, baik

perawan ataupun janda dimintai izinnya ketika akan dinikahkan, bukan pada

163 Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (t.k: Daar Thauq al-Najah, 1422 H), juz 7, him. 17.
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sifat malu seperti yang ditekankan oleh Imam Abu Hanifah. Adapun komentar

itu adalah sebagai berikut:

)S,mc&cp‘g chﬂuY\dﬁgﬁl\C&&u@\ &i\gdﬂ\ \h‘}:\)u‘m\d@
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Artinya: Ibn Mundzir berkata: “Dalam hadis ini menunjukan larangan
menikahkan janda sebelum dimintai perintahnya dan (larangan)
menikahkan perawan sebelum dimintai ijinnya. Hadis ini juga
menunjukkan bahwa seorang perawan yang dimintai ijinnya adalah
sudah baligh, karena tidak ada artinya meminta ijin kepada orang
yang tidak punya ijin.

Adapun dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah tentang

perbuatan menutupi keburukan merupakan perbuatan yang terpuji adalah:
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Artinya: telah mengabarkan kepada kami Abu Musab, telah menceritakan
kepada kami Malik bin Anas, dari Zaid bin Aslam, bahwasanya
seorang laki-laki terkenal dirinya adalah pezina. Kemudian Nabi Saw
menghukum laki-laki itu dengan cambuk. Kemudian Nabi diberikan
cambuk yang telah dipecah, kemudian Nabi bersabda: “Di atas ini
(besarnya)”. Kemudian Nabi diberi cambuk baru yang belum
dipotong simpul ujung cambuknya. Nabi bersabda: “Di antara
keduanya (besarnya)”. Kemudian Nabi diberikan cambuk (yang
sesuai).Sungguh dipukul lututnya dan tidak keras. Kemudian Nabi
menyuruh (laki-laki itu) dicambuk. Kemudian Nabi Saw bersabda:

164 |bn Bathal, Syarah Shahih al-Bukhari li Ibn Bathal, (Riyadh: Maktabah al-Rasyad,
2003), juz 7, him. 252,

165Malik bin Anas, Muwatha’ al-lmam Malik, (t.k: Muassisah al-Risalah, 1412 H), juz 2,
him. 22.
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“Wahai manusia, Sesungguhnya sekarang bagimu sampai pada
hukum Allah. Barang siapa menimpa kepadanya perbuatan keji,
maka hendaknya ia menutupi dengan tutup Allah.

Dari berbagai pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan
Imam Syafi’i menctapkan ijin wanita yang pernah berzina adalah dengan
persetujuannya sacara langsung dan disamakan dengan janda adalah sebagai
berikut:

1. Imam Syafi’i menetapkan bahwa wanita yang pernah zina adalah
janda. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw tentang perizinan
wanita yang hanya berisikan perawan dan janda. Dalam mazhab
Syafi’i juga berlaku bahwa wanita ada dua macam; perawan dan
janda. Janda adalah wanita yang sudah pernah jimak, baik jimak
yang sah maupun haram, sedangkan perawan adalah sebaliknya.
Adapun wanita pezina sudah melakukan jimak sehingga
dikategorikan janda secara hakikatnya.

2. Alasan Imam Syafi’i menetapkan ijin wanita pezina adalah seperti
janda karena wanita pezina sebenarnya merupakan wanita yang
merdeka dan selamat dari perbuatan zina. Akan tetapi, ia tetap
melakukan perbuatan zina.

3. Hadis yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah sebagai legitimasi
bahwa sebenarnya sifat malu lah yang menjadi alasan Nabi Saw
menetapkan ijin perawan adalah dengan diam, disikapi oleh Imam
Syafi’i bahwa hadis tersebut hanya menunjukan wanita baik janda
maupun perawan harus dimintai ijinnya ketika hendak menikah.

Adapun Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa ijin wanita zina adalah

cukup dengan diamnya sebagaimana perawan adalah karena:

1. Hadis dari Aisyah yang menyatakan bahwa perawan merasa malu
kemudian Nabi Saw mengatakan bahwa ijinnya adalah diamnya.
Illat dari pemilik syariat tentang diamnya perawan merupakan
ijinnya adalah sifat malu yang melekat pada wanita itu sehingga dia

tidak mampu mengatakan secara langsung. Sifat malu itu tidak akan
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hilang pada wanita pezina malah justru bertambah karena ia sudah
melakukan hal keji (zina), sehingga ia tidak mungkin ijinnya adalah
mengatakan secara langsung karena sifat malu yang ada padanya.

2. Perbuatan wanita pezina yang ketika akan dinikah tidak mengatakan
secara langsung sebagai ijinnya adalah perbuatan yang terpuji,
karena ia telah menutupi dan tidak menyebarluaskan perbuatan
jelek yang telah dilakukannya.

Dari berbagai penuturan di atas, dapat dipahami bahwa perbedaan
pendapat antara Imam al-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah adalah pada aspek
isyarat al-nash atau pemahaman pada hadis saja. Hal ini dikarenakan hadis
yang dijadikan dasar argumen oleh Imam al-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah
adalah sama, yaitu hadis yang menyatakan bahwa ijin perawan adalah dengan
diamnya. Pemahaman Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah saja yang berbeda.

Dalam tradisi hukum Islam, permasalahan ini sebenarnya dapat
diselesaikan melalui jalan ta’arud al-adillah. Ta’arud secara bahasa berarti
pertentangan antara dua perkara. Secara istilah adalah dua dalil yang salah
satunya menunjukan hukum yang berbeda dengan hukum yang ditunjukkan
oleh dalil yang lainnya. Dalam menyikapi ta’arud, perlu ditekankan di sini
bahwa pada hakikatnya tidak ada kontradiksi antara dua ayat atau dua Hadis,
akan tetapi yang kontradiktif itu hanya secara lahiriyahnya saja sesuai yang
bisa ditangkap oleh akal'¢®.

Kontradiksi dua dalil syara’ tidak dapat terjadi kecuali dalam dua dalil
yang sama kuatnya. Apabila dua antara dua dalil yang bertentangan tadi ada
yang lebih kuat, maka yang diamalkan adalah dalil yang lebih kuat. Oleh
karena itu, kontradiksi hanya terjadi dalam al-Qur’an dengan al-Qur’an, Hadis
dengan Hadis, dan giyas dengan giyas. Berikut ini contoh ta’arud al-adillah
ayat dan hadis seperti yang dicontohkan oleh Sapiudin'®’.

Terjadi perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyyah dan Syafi’iyyah
dalam menyelesaikan ta’arud al-adillah.Perbedaan keduanya hanya dalam

166 Sapiudin Shidig, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2014), hal 231.
187]pid.,him. 232
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masalah urutan saja. Menurut Hanafiyyah, cara menyelesaikan pertentangan
dua dalil urutannya adalah sebagai berikut:

a) Nasakh

b) Tarjih

c¢) Al-Jam 'u wa al-Taufiq

d) Tasaqut.

Adapun menurut Syafi’iyyah cara menyelesaikan pertentangan dua dalil

berturut-turut sebagai berikut:

a) Al-Jam 'u wa al-Taufiq

b) Tarjih

¢) Nasakh

d) Tasaqut/®®

Dalam permasalahan ini, menurut hemat penulis adalah langsung
diselesaikan dengan metode al-jam’'u wa al-taufiq. Hal ini menurut penulis
disebabkan karena hadis yang digunakan oleh Imam al-Syafi’i dan Imam Abu
Hanifah sama, sehingga metode nasakh dan tarjih tidak lagi diperlukan. Al-
jam u wa al-taufiq adalah mengumpulkan dalil-dalil yang terlihat kontradiktif,
kemudian mengkompromikannya. Hasil kompromi inilah yang dijadikan
landasan hukum. Al-Jam u bertujuan untuk menemukan titik-titik perbedaan
dan persamaan, sedangkan al-taufiq adalah usaha mengkompromikan hasil
dari al-jam 'u tadi.'®

Menurut Imam Syafi’i, hadis tersebut menunjukkan perbedaan yang
jelas antara perawan dan janda. Janda adalah wanita yang kehilangan
keperawanannya, baik dengan jimak halal (nikah sah) maupun jimak yang
haram (zina). Adapun perawan adalah wanita yang belum pernah dijimak.
Juga, hadis tersebut menunjukan bahwa wanita, baik janda maupun perawan

harus dimintai izinnya ketika akan dinikahkan.

1681 bid., him. 236
891bid.,hIm. 244
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Adapun menurut Imam Abu Hanifah hadis tersebut menunjukan bahwa
alasan Nabi Saw menetapkan izin perawan cukup dengan diam, karena
perawan mempunyai rasa malu untuk mengatakan secara langsung. Sifat malu
ini justru akan bertambah ketika ia sudah melakukan zina karena zina
merupakan perbuatan yang buruk. Oleh sebab itu, menurut Imam Abu Hanifah,
izin wanita yang pernah berzina adalah dengan diamnya karena ia memiliki

rasa malu untuk menutupi perbuatannya.

Menurut penelusuran penulis, terdapat juga perbedaan pendapat
antara Imam al-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah dalam masalah izin wanita

zina adalah mengenai kategori zina yang dijadikan dasar.

Izin wanita yang pernah berzina adalah dengan pernyataan tegas
sebagaimana izinnya janda menurut Imam al-Syafi’i adalah bahwa wanita
yang berzina itu merupakan wanita yang merdeka dan selamat dari melakukan

hal-hal keji. Hal ini sebagaimana dijelaskan:

WA i d ol LaS sgd cplan Lt S i d daplas e gl ULy

Artinya: ...dalil kami adalah bahwasanya perempuan tersebut merupakan
perempuan yang merdeka dan selamat yang hilang keperawanannya
sebab jimak, statusnya seperti halnya perempuan yang hilang
keperawanannya sebab nikah.

Adapun Imam Abu Hanifah pezina yang dimaksud di sini adalah
pezina yang sedang mendapat cobaan berzina karena besar syahwatnya atau

wanita tersebut terpaksa melakukan zina. Hal ini sebagaimana disebutkan:

O B3GA Anb ¥ UR o A& 5 A hal 6 U3 il )5 a8
035

Artinya: wanita itu, walaupun ia diuji dengan zina sekali karena besar

syahwatnya atau terpaksa melakukan zina, tidak akan hilang rasa
malunya melainkan bertambah.

170 Al-Nawawi, al-Majmuk Syarh al-Muhazab, (Bairut: Daar al-Fikr, t.th), juz 16, him.
170.
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Melalui metode al-jam’u wa al-taufiq perbedaan tadi dapat

dikompromikan menjadi seperti berikut:

1. Wanita yang pernah berzina ketika hendak dinikahkan tetap
harus dimintai persetujuannya.

2. Persetujuan wanita zina yang dia sudah terbiasa melakukan
zina, padahal dia merupakan wanita merdeka dan bisa saja
tidak berbuat zina, adalah dengan mengucapkannya secara
langsung sebagaimana pendapat Imam Syafi’i.

3. Persetujuan wanita zina yang ia sedang mendapatkan cobaan
melakukan zina karena belum bisa menikah atau wanita itu
terpaksa berzina persetujuannya adalah dengan diamnya

sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah.

NO

PERSAMAAN

PERBEDAAN

Imam Abu Hanifah dan Imam al-
Syafi’i sepakat bahwa persetujuan
wanita masih tetap dipertimbangkan
dalam pengambilan keputusan suatu
pernikahan.

Hukum meminta persetujuan dalam
pernikahan menurut Imam Abu
Hanifah, Wajib. Sedangkan Imam
al-Syafi’i untuk perawan, sunnah,
dan untuk janda, wajib.

Persetujuan wanita dibedakan sesuai
statusnya, janda; dengan pernyataan
tegas, gadis; dengan diamnya.

Persetujuan wanita yang pernah
melakukan zina. Imam Abu Hanifah
persetujuannya  seperti  perawan
(diam) Sedangkan Imam al-Syafi’i
seperti janda (pernyataan tegas)
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Wanita yang belum baligh dan
masih perawan, kedua Imam sepakat
ada haq ijbar bagi wali mujbirnya.

Wanita yang sudah baligh dan
berstatus perawan. Menurut Imam
Syafi’i masih ada haq ijbar bagi
wali mujbirnya, sedangkan Imam
Abu Hanifah  sudah tidak ada
(mutlak).

Wanita baligh yang statusnya janda,
kedua ulama’ sepakat tidak ada lagi
hak ijbar bagi walinya.

Hak Ijbar menurut Imam Syafi’i
hanya ada pada ayah dan kakek,
sedangkan Imam Abu Hanifah

dimiliki ~ seluruh  wali, dengan
catatan gadis tersebut masih kecil
atau belum baligh.

B. Pendapat Imam Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah Tentang Persetujuan

Wanita Yang Pernah Berzina Terhadap Hukum Islam di Indonesia

Dalam hukum Islam di Indonesia, permasalahan ijin wanita tidak
diatur secara rinci. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan Pasal 6 ayat 1 hanya disbutkan bahwa perkawinan harus
mendapatkan persetujuan dari kedua calon mempelai '7!. Perincian baru

dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 disebutkan:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan
tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa
diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas.
KHI hanya menjelaskan bentuk persetujuan calon mempelai wanita
yang telah diatur sebelumnya dalam UU Perkawinan yaitu berupa pernyataan
tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, dan juga dapat berupa diam

dalam artian tidak ada penolakan yang tegas dari mempelai wanita. Artinya,

171UV Perkawinan Pasal 6 ayat 1: Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon
mempelai.
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baik KHI maupun UU Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci wanita

seperti apa dan persetujuannya bagaimana.

Berdasarkan hal ini menurut penulis pendapat Imam Syafi’i dan

Imam Abu Hanifah dapat dijadikan refrensi mengenai persetujuan mempelai

wanita karena lebih rinci. Persetujuan wanita yang masih perawan adalah

dengan diamnya, meskipun dalam masyarakat Indonesia wanita yang masih

perawan pun sudah terbiasa menyatakan penerimaan dengan cara menyatakan

langsung. Sedangkan persetujuan janda adalah dengan pernyataan tegas.

Adapun persetujuan wanita zina diperinci;

1.

2.

Apabila ia berzina dengan sadar padahal ia dapat
menghindarinya karena ia termasuk wanita merdeka dan
selamat dari perbuatan zina, maka ijinnya adalah dengan
pernyataan tegas sebagaimana janda sesuai pendapat Imam
Syafi’i. Hal ini bertujuan agar pihak mempelai pria dapat
mengetahui bahwa wanita yang akan dilamarnya bukanlah
seorang wanita yang masih perawan, melainkan sudah pernah
melakukan hubungan seksual.

Apabila ia berzina karena terpaksa atau karena sedang
mendapatkan cobaan melakukan zina disebabkan ia
mendapatkan syahwat yang besar, maka ijinnya adalah dengan
diamnya sebagaimana perawan sesuai pendapat Imam Abu
Hanifah. Hal ini dikarenakan wanita itu berzina bukan karena
keinginannya sendiri, melainkan ia sedang mengalami
musibah. Wanita yang seperti ini masih akan merasa malu
apabila dilamar sebagaimana perawan. Oleh karena ia berzina
karena mendapatkan musibah, maka sebaiknya kita sebagai
umat Islam menutupi aibnya. Dengan menjadikan ijinnya
adalah diam, maka ia bisa terhindar dari rasa malu yang lebih

besar.
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Mengenai izin wanita yang pernah berzina, penulis cenderung

memilih pendapat Imam Syafi’i yang menyatakan bahwa wanita yang pernah

berzina izinnya adalah menyatakan secara langsung sebagaimana janda adalah

yang paling relevan dengan hukum Islam yang ada di Indonesia. Hal ini

dikarenakan oleh beberapa alasan:

1.

Keperawanan masih menjadi hal yang penting bagi masyarakat
Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan pada perbedaan perlakuan
pada wanita yang masih perawan dan yang sudah tidak
perawan dalam masyarakat dari segi mahar dan status sosial.
Apabila izin wanita yang sudah berzina adalah diam
sebagaiman perawan seperti yang disampaikan oleh Imam Abu
Hanifah, maka tidak akan diketahui mana wanita yang masih
perawan dan mana wanita yang sudah tidak perawan.

Pergaulan bebas yang sudah menyebar luas. Terbukti pada
tahun 2002, masyarakat dikejutkan oleh hasil survey oleh LSM
yang menyatakan bahwa 97% mahasiswi di Yogyakarta sudah
tidak perawan atau dengan kata lain sudah pernah melakukan
hubungan seks pada saat kuliah di kota Gudek!”?. Pada tahun
2009 seperti dimuat dalam Viva.co.id, Komisi Nasional
(Komnas) Anak menyatakan bahwa sebanyak 62,7% remaja
SMP/SMA sudah pernah melakukan hubungan seks pra
nikah '3 . Apabila wanita malah menutupi tindakan zina
tersebut, sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah, maka akan
dikhawatirkan praktik zina akan bertambah pelakunya. Oleh
karena itu, wanita yang sudah berzina ketika akan dinikahkan
ijinnya adalah pernyataan langsung sebagaimana pendapat

Imam Syafi’i sehingga diharapkan praktik zina akan berkurang

perawan

172 http://www.sehatki.com/mahasiswi-di-yogyakarta.htm

173

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/35193-62-persen-remaja-indonesia-tidak-
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karena wanita akan merasa malu bila ketahuan sudah berzina

sebelum menikah.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat
disimpulkan bahwa pendapat Imam Syafi’i tentang izin wanita yang pernah
berzina adalah dengan pernyataan langsung sebagaimana izin janda. Alasan
Imam Syafi’i adalah Hadis Rasulullah Saw tentang perijinan wanita yang
hanya berisikan perawan dan janda. Dalam mazhab Syafi’i juga berlaku
bahwa wanita ada dua macam; perawan dan janda. Janda adalah wanita yang
sudah pernah bersetubuh, baik secara sah maupun haram, sedangkan perawan
adalah sebaliknya. Adapun wanita yang pernah berzina sudah melakukan
persetubuhan sehingga dikategorikan janda secara hakikatnya. Alasan
selanjutnya Imam Syafi’i menetapkan izin wanita pezina seperti janda karena
wanita tersebut sebenarnya merupakan wanita yang merdeka (baca; terhormat)
dan selamat dari perbuatan zina, akan tetapi ia tetap melakukan perbuatan
zina. Sedangkan Hadis yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah sebagai
legitimasi bahwa sebenarnya sifat malulah yang menjadi alasan Nabi Saw
menetapkan izin perawan adalah dengan diam, disikapi oleh Imam Syafi’i
bahwa hadis tersebut hanya menunjukan wanita baik janda maupun perawan

harus dimintai izinnya ketika hendak menikah.

Pendapat Imam Abu Hanifah adalah dengan diamnya sebagaimana izin
wanita yang masih perawan. Adapun alasan Imam Abu Hanifah adalah Hadis
dari Aisyah yang menyatakan bahwa perawan merasa malu kemudian Nabi
Saw mengatakan bahwa izinnya adalah diamnya. Illat dari pemilik syariat
tentang diamnya perawan merupakan izinnya adalah sifat malu yang melekat
pada wanita tersebut sehingga dia enggan mengatakan secara langsung. Sifat
malu itu tidak akan hilang pada wanita yang melakukan zina, malah justru
bertambah karena ia sudah melakukan hal keji (zina), bahkan dengan tidak

mengatakan secara langsung adalah perbuatan yang terpuji, karena ia telah

77
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menutupi  dan tidak menyebarluaskan perbuatan jelek yang telah

dilakukannya.

Melalui metode al-jam 'uwa al-taufiq perbedaan tadi dapat
dikompromikan menjadi seperti berikut, wanita zina ketika hendak dinikahkan
tetap harus dimintai persetujuannya. Persetujuan wanita zina yang dia sudah
terbiasa melakukan zina, padahal dia merupakan wanita merdeka dan bisa saja
tidak berbuat zina, adalah dengan mengucapkannya secara langsung
sebagaimana pendapat Imam Syafi’i. Sedangkan persetujuan wanita yang
sedang mendapatkan cobaan melakukan zina karena belum bisa menikah atau
wanita itu terpaksa berzina persetujuannya adalah dengan diamnya
sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah. Penulis cenderung memilih
pendapat Imam Syafi’i yang paling relevan dengan hukum Islam yang ada di
Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh beberapa alasan, keperawanan masih
menjadi hal yang penting bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan
pada perbedaan perlakuan pada wanita yang masih perawan dan yang sudah
tidak perawan dalam masyarakat dari segi mahar dan status sosial. Apabila ijin
wanita yang sudah berzina adalah diam sebagaimana perwana seperti yang
disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, maka tidak akan diketahui mana wanita
yang masih perawan dan mana wanita yang sudah tidak perawan. Alasan
selanjutnya praktik zina yang sudah menyebarluas, hal ini dapat dibuktikan
dengan banyaknya kasus perzinaan di Indonesia. Apabila wanita malah
menutupi tindakan zina tersebut, sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah,
maka akan dikhawatirkan praktik zina akan bertambah pelakunya. Oleh
karena itu, wanita yang sudah berzina ketika akan dinikahkan izinnya adalah
pernyataan langsung sebagaimana pendapat Imam Syafi’i sehingga
diharapkan praktik zina akan berkurang karena wanita akan merasa bersalah
bila ketahuan sudah berzina sebelum menikah.
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B. Saran-saran
Adapun saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:
1. Wanita yang hendak dinikahkan harus dimintai persetujuannya
terlebih dahulu, baik masih perawan ataupun sudah janda.
2. Mengenai wanita yang sudah berzina sebaiknya bentuk
perizinannya dengan pernyataan tegas, sebab sebagian ulama
mengatakan bahwa pernikahan bisa dibatalkan seandainya wanita

tersebut menolak perjodohan dari walinya.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Swt penulis bisa menyelesaikan
skripsi ini. Penulis mengakui bahwa masih banyak kekurangan yang ada dalam

skripsi ini.Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan sarannya.
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